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ABSTRAK

Penelitian skripsi dengan judul Analisis Yuridis Terhadap Dissenting
Opinion Hakim Dalam Perkara Gugatan Waris Anak Angkat (Studi Putusan
Nomor 0915/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mlg). Penelitian ini bertujuan menjawab
pertanyaan tentang mengapa terjadi dissenting opinion hakim dalam perkara
gugatan waris anak angkat Nomor 0915/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mlg dan bagaimana
analisis yuridis terhadap dissenting opinion hakim dalam perkara gugatan waris
anak angkat Nomor 0915/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mlg.

Data dikumpulkan melalui teknik dokumentasi, sedangkan sumber
data yang digunakan adalah sumber primer berupa salinan putusan Nomor
0915/Pdt.G/2015/PA.Kab.MIlg dan menggunakan sumber sekunder berupa
literatur tentang anak angkat serta peraturan tentang pengangkatan anak. Data
dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif dan kesimpulannya
diperoleh dan diambil dengan pola pikir deduktif.

Proses penelitian menunjukkan bahwa dalam putusan Nomor
0915/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mlg terjadi dissenting opinion hakim tentang apakah
perkara ini diputus dengan tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard),atau
dilanjutkan ke tahap selanjutnya yaitu tahap pembuktian. Dissenting opinion
tersebut diakibatkan oleh berbedanya dasar dan pertimbangan yang digunakan
oleh majelis hakim yaitu mengenai legal standing dan kumulasi gugatan dalam
perkara ini.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa perkara ini seharusnya dilanjutkan
kepada tahap selanjutnya yaitu pembuktian sebagaimana pendapat dari hakim
minoritas. PP No. 54 Tahun 2007 Pasal 8 huruf a menyatakan bahwa
pengangkatan anak secara adat termasuk jenis pengangkatan anak di Negara
Indonesia. Pasal 209 ayat 2 KHI telah memberikan hak kepada Anak angkat
untuk mendapatkan bagian dari harta peninggalan orang tua angkatnya melalui
wasiat wajibah. Pasal 131 ayat (1) dan (2) sub b Indonesische Staatsregeling (IS)
Tahun 1926 menyatakan hukum yang berlaku untuk golongan bumiputera adalah
hukum adat. Yurisprudensi Nomor 312 K/AG/2008 yang dalam diktumnya
menunjukkan bahwa diperbolehkan menetapkan seseorang sebagai anak angkat
dan memberinya bagian dari harta warisan, serta salah satu syarat kumulasi
gugatan adalah adanya koneksitas, dalam perkara ini ada koneksitas yang jelas
yaitu adanya pengangkatan anak berakibat adanya hak penggugat terhadap objek
sengketa yaitu harta peninggalan orang tua angkatnya. Peraturan-peraturan di
atas menunjukkan bahwa penggugat mempunyai legal standing dan kumulasi
gugatan dalam perkara ini dapat dilakukan.

Sejalan dengan kesimpulan di atas, peneliti mengharapkan kepada
pengadilan agama khususnya Kabupaten Malang alangkah baiknya dalam
memutus perkara kalau bisa hakim menghilangkan perbedaan pendapat
(dissenting opinion) agar tidak menimbulkan keraguan.
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak merupakan salah satu tujuan dari suatu pernikahan. Tujuan
tersebut terkadang tidak dapat tercapai sesuai dengan harapan. Beberapa
pasangan suami istri mengalami kesulitan dalam memperoleh keturunan,
sedang keinginan untuk mempunyai anak nampaknya begitu besar. Keadaan
tersebut terkadang menjadi alasan pasangan suami-istri berusaha
mendapatkan anak melalui pengangkatan anak. Pengangkatan seorang anak
dilakukan pula oleh pasangan yang sudah dikaruniai anak, bahkan ada juga
laki-laki atau perempuan yang masih belum menikah mengangkat anak
karena alasan tertentu.

Sejak zaman jahiliyah, orang Arab telah mengenal dan telah
melakukan pengangkatan anak yang merupakan adat dan tradisi yang
berlaku dalam kehidupan masyarakat Arab waktu itu. Nabi Muhammad
sendiri belum menerima kerasulannya mempunyai anak angkat yang
bernama Zaid bin Haritsah dalam status budak.! Zaid bin Haritsah
dimerdekakan dan diangkat menjadi anak oleh Nabi serta namanya diganti
dengan Zaid bin Muhammad. Sesudah Nabi menjadi Rasul, Allah SWT
menghapus status Zaid sebagai anak dari Rasullah SAW melalui Firmannya

dalam Surat Al-Ahzab Ayat 4 dan 5 yang berbunyi:

! Muderis Zaini, Adopsi Suatu Tinjauan dari Tiga Sistem Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika,1995),

53.
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Artinya: “Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati
dalam rongganya, dan Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang
kamu zhihar itu sebagai ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak-
anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri), yang demikian
itu hanyalah perkataanmu dimulutmu saja. Allah mengatakan yang
sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar). Panggilah
mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-
bapak mereka, Itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu
tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka (panggilah mereka
sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu, dan
tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf tentang itu,
tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. dan
adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”

Begitu pula dengan Ayat 37 dan 40 yang berbunyi:
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Artinya: “dan (ingatlah), ketika kamu berkata kepada orang yang Allah telah
melimpahkan nikmat kepadanya dan kamu (juga) telah memberi
nikmat kepadanya, "Pertahankanlah terus istrimu dan bertakwalah
kepada Allah", sedang kamu menyembunyikan di dalam hatimu
apa yang Allah akan menyatakannya, dan kamu takut kepada
manusia, padahal Allah-lah yang lebih berhak untuk kamu takuti.
Maka tatkala Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap istrinya

2 Departemen Agama RI, Mushaf Al-Qur’an Terjemah , (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2002), 666-

667.



(menceraikannya), Kami kawinkan kamu dengan dia (Zainab)
supaya tidak ada keberatan bagi orang mukmin untuk (mengawini)
istri-istri anak-anak angkat mereka, apabila anak-anak angkat itu
telah menyelesaikan keperluannya daripada istrinya, dan ketetapan
Allah itu pasti terjadi”.?

Artinya: “Muhammad sekali-kali bukanlah bapak dari seseorang laki-laki
diantara kamu, tetapi Dia adalah Rasulullah dan penutup nabi-
nabi. Allah Maha mengetahui segala sesuatu”.*

Panggilan Zaid bin Muhammad oleh masyarakat saat itu juga

dijelaskan dalam hadits riwayat Imam Bukhori, yang berbunyi:
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Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Muala bin Asad Telah
menceritakan kepada kami Abdul 'Aziz bin Al Mukhtar Telah
menceritakan kepada kami Musa bin Ugbah dia berkata Telah
menceritakan kepadaku Salim dari Abdullah bin Umar radliallahu
'anhuma bahwa Zaid bin Haritsah mantan budak Rasulullah
shallallahu "alaihi wasallam biasa kami panggil dengan Zaid bin
Muhammad hingga Allah menurunkan ayat: Panggillah dia dengan

nama bapak-bapaknya, karena hal itu lebih adil di sisi Allah.”

Keterangan ayat di atas telah menyebut dengan tegas bahwa anak
angkat tidak mempunyai kedudukan seperti halnya anak kandung. Ayat ini
juga mengisyaratkan bahwa anak angkat bukanlah termasuk ahli waris dari

harta peninggalan ayah angkatnya seperti halnya anak kandung dari ayah

* Ibid., 673-674.

* Ibid.

> Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim (Imam Bukhori), Shahih Bukhori, Hadits ke-
4782, (Riyadl : darussalam, 1429 h/ 2008 m), 405.



angkatnya. Anak angkat tidak dapat diakui untuk bisa dijadikan dasar dan
sebab mewarisi, karena prinsip pokok dalam kewarisan Islam adalah
hubungan darah dan perkawinan.®

Al-Wahidi mengatakan bahwa Surat Al-Ahzab Ayat 37 dan 40 di
atas adalah tanggapan Allah SWT ketika Nabi Muhammad SAW menikahi
Zainab bin Jahsyin yang diceraikan oleh Zaid bin Haritsah dan mendapatkan
protes dari kaum munafig yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad
melakukan apa yang dilarang, yaitu menikahi istri yang diceraikan oleh
anaknya.’

Muhammad Yusuf Qardhawi berpendapat bahwa pengangkatan
anak tidak diperbolehkan dalam Islam, karena berakibat pada pergaulan anak
tersebut terhadap keluarga angkat yang bukan mahramnya, dan masalah hak
waris anak angkat yang akan menghalangi ahli waris yang lebih berhak
menurut ketentuan ilmu faraiel.®

Syaykh Muhammad Mutawalli al-Sya’rawi melalui tulisannya
yang dimuat dalam harian al-Ahram tanggal 16 Maret 1988 yang dikutip
oleh Muhammad Taha Abu al-Khalifah menyatakan menentang dengan
sangat tegas perilaku menasabkan seseorang yang diketahui nasabnya

dengan jelas kepada orang lain.” Amir Syarifuddin juga mengatakan bahwa

® Hilman Hadi kusuma, Hukum Waris Adat, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 1983), 88.

” Abi al-Hasan ‘Ali bin Ahmad al-Wahidi al-Naysaburi, Asbab an-Nuzul, (Dammam: Dar al-Islah,
tt), 352.

 Muhammad Yusuf Qardhawi, Halal Haram dalam Islam, terj. H. Mu’ammal Hamidy, (Surabaya:
PT. Bina llmu,2007), 314.

¥ Muhammad Taha Abu al-Khalifah, Hukum Waris Islam: Pembagian waris berdasarkan syariat
islam, terj. Tim Kuwais Media Kreasindo, (Solo: PT. Tiga Serangkai, 2007), 649-653.



hukum Islam tidak mengenal pengangkatan anak dalam arti terlepasnya anak
angkat dengan silsilah kekerabatan. Islam mengakui bahkan menganjurkan
mengangkat anak orang lain dalam artian pemeliharaan, dengan kata lain si
anak tetap memiliki hubungan nasab dengan orang tua kandungnya dan tetap
berada di luar lingkaran nasab orang tua angkatnya serta akibat hukumnya
termasuk waris. ™

Anak angkat dan kedudukannya terhadap harta peninggalan orang
tua angkatnya telah di atur dalam beberapa produk hukum yang berlaku di
Indonesia, yaitu UU RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
yang dimaksud anak angkat dalam Pasal 1 Ayat 9 adalah anak yang haknya
dialihkan dari lingkungan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang
bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut
ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau
penetapan pengadilan. Pasal 5 sampal Pasal 15 Staatsblad Tahun 1917 Nomor
129 khusus mengatur masalah pengangkatan anak (adopsi) bagi golongan
masyarakat Tionghoa. Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 huruf h dan Pasal 209
Ayat 2 yang intinya menerangkan bahwa mengangkat anak harus berdasarkan
putusan pengadilan dan bagi anak angkat yang tidak menerima wasiat berhak
mendapatkan wasiat wajibah. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007
tentang Pel aksanaan Pengangkatan Anak, dan lain sebagainya.™

Anak angkat yang tidak mendapatkan wasiat maka ia harus

mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama untuk mendapatkan wasiat

10 Amir Syarifuddin, Hukum Kewarisan Islam, (Jakarta: Kencana, 2005), 183.
! Rusli Pandika, Hukum Pengangkatan Anak, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 104.



wajibah. Perkara ini termasuk kewenangan dan kekuasaan mengadili yang
menjadi tugas peradilan agama bagi orang yang beragama Islam, sebagimana
Pasal 49 yang menjelaskan pengadilan agama bertugas dan berwenang
memeriksa, memutuskan, dan menyelesaikan perkara-perkarta di tingkat
pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan,
kewarisan, wasiat, hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam, serta
wakaf dan sodagah.*?

Peradilan agama dalam menjalankan tugas mempunyai tiga tahap
tindakan, yaitu tahap pendahuluan, tahap penentuan dan tahap pelaksanaan.
Tahap pendahuluan merupakan persiapan menuju penentuan atau
pelaksanaan. Tahap penentuan merupakan pemeriksaan peristiwa,
pembuktian, dan sekaligus sampai pada putusannya. Tahap pelaksanaan
merupakan pelaksanaan dari pada putusan.*®

Pasal 178 HIR dan Pasal 189 R.Bg menjelaskan apabila
pemeriksaan perkara selesai, maka majelis hakim melakukan musyawarah
untuk mengambil putusan yang akan dijatuhkan, yang dimaksud dengan
putusan pada uraian ini adalah putusan peradilan tingkat pertama. Tujuan
akhir dalam proses pemeriksaan perkara di pengadilan adalah untuk
mengambil suatu putusan oleh hakim yang berisi penyelesaian perkara yang

disengketakan. **

2. Abdul Manan, Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama, (Jakarta:
Kencana, 2005), 12-13.

3 Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, (Yogyakarta: Liberty, 2006), 5.

14 Pasal 178 HIR dan Pasal 189 R.Bg.



Putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim harus berdasarkan
pertimbangan yang jelas dan cukup. Putusan yang tidak memenuhi ketentuan
itu dikategorikan putusan yang tidak cukup. Alasan-alasan hukum yang
menjadi dasar pertimbangan yaitu pasal-pasal tertentu, peraturan perundang-
undangan, hukum kebiasaan, yurisprudensi atau doktrin hukum. Pasal 23 UU
No. 14 Tahun 1970 diubah dengan UU No. 35 Tahun 1999 dan, sekarang UU
No. UU No. 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, menegaskan
bahwa segala putusan pengadilan harus memuat alasan-alasan dan dasar-
dasar putusan dan mencantumkan pasal-pasal peraturan perundang-undangan
tertentu yang bersangkutan dengan perkara yang diputus atau berdasarkan
hukum tak tertulis maupun yurisprudensi atau doktrin hukum. Majelis
Hakim harus memeriksa dan mengadili setiap segi gugatan yang diajukan,
tidak boleh hanya memeriksa dan memutus sebagian saja dan mengabaikan
gugatan selebihnya.’®

Putusan dapat dilaksanakan apabila sudah mempunyai kekuatan
hukum tetap (inkracht van gewijsde), dan kedua belah pihak telah menerima
putusan tersebut serta tidak mengajukan upaya hukum lagi.*® Pengambilan
keputusan terhadap suatu perkara mengharuskan majelis hakim
bermusyawarah, memeriksa, dan mempertimbangkannya. Tujuan dari adanya
musyawarah majelis hakim adalah untuk menyamakan persepsi terhadap

perkara yang sedang diadili itu dapat dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya

> M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 797- 800.
16 A. Siti Soetami, Pengantar Tata Hukum Indonesia, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2005), 72.



sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Majelis Hakim dalam
memutuskan suatu perkara terkadang berbeda pendapat (dissenting
opinion)."’

Putusan Nomor 0915/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mlg tentang gugatan
waris anak angkat di Pengadilan Agama Kabupaten Malang terjadi
perbedaan pendapat (dissenting opinion), antara hakim ketua dan hakim
anggota Il dengan hakim anggota I. Hakim ketua dan hakim anggota II
berpendapat bahwa permohonan tidak dapat diterima (niet onvankelijke
verklaard), sedangkan hakim anggota | mempunyai pendapat yang berbeda
(dissenting opinion) yaitu perkara ini dapat dilanjutkan pada tahap
pembuktian.*®

Menurut hakim ketua dan hakim anggota Il gugatan ini tidak
dapat diterima karena beberapa alasan. Pertama, penggugat tidak
mempunyai legal standing. Penggugat mendalilkan dirinya sebagai anak
angkat yang telah diangkat berdasarkan adat. KHI Pasal 171 huruf h
menjelaskan bahwa yang disebut anak angkat adalah anak yang diangkat
berdasarkan putusan pengadilan. Penggugat bukanlah anak angkat yang sah
menurut hukum yang berlaku di indonesia, oleh sebab itu penggugat tidak
memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan ini.*°

Kedua, bahwa gugatan penggugat adalah kumulasi gugatan,

tentang gugatan warisan dan permohonan penetapan pengangkatan anak.

7 Abdul Manan, Penerapan Hukum Acara Perdata..., 275.

18 pytusan Nomor 0915/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mlg.
19 .
Ibid.



hakim ketua dan hakim anggota Il berpendapat bahwa kumulasi perkara
dibolehkan sepanjang ada ketentuan atau aturan yang membenarkannya,
kalau tidak ada aturan yang membolehkan maka paling tidak ada hubungan
yang erat atau koneksitasnya, dan selain itu tunduk pada hukum acara yang
sama. Adanya koneksitas ini menurut hakim ketua dan hakim anggota Il
didasari beberapa putusan Mahkamah Agung antara lain: putusan Nomor
1518 K/Pdt.G/1983, putusan Nomor 715 K/Pdt/19883, putusan Nomor 2990
K/Pdt/1990, dan Buku Il Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi
Pengadilan. Penggabungan antara perkara gugatan warisan dengan perkara
penetapan pengangkatan anak tunduk kepada hukum acara yang berbeda,
maka tidak bisa dikumulasikan. Penetapan pengangkatan anak adalah
perkara volunter yang apabila ada keberatan upaya hukumnya adalah kasasi
sedangkan gugatan warisan adalah perkara kontensius yang upaya hukumnya
adalah banding.?®

Hakim anggota | berpendapat bahwa perkara ini dapat dilanjutkan
pada tahap selanjutnya yaitu tahap pembuktian karena beberapa alasan.
Pertama, berdasarka dari dalil penggugat dan diakui oleh para terggugat
bahwa penggugat adalah anak angkat dari dari ayah angkatnya yang telah
meninggal pada tanggal 24 Desember 1982 sehingga dapat dipahami bahwa
proses pengangkatan anak terjadi sebelum disahkannya pasal 171 huruf (f)

KHI yaitu pada tahun 1991. Berdasarkan fakta tersebut hakim anggota |

2 | pid.
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berpendapat bahwa penggugat memiliki legal standing dalam pengajuan
gugatan ini.?

Kedua, bahwa salah satu asas dalam hukum kewarisan Islam
adalah asas wasiat wajibah yaitu anak angkat dan ayah angkat secara timbal
balik dapat melakukan wasiat tentang harta masing-masing, bila tidak ada
wasiat dari anak angkat kepada ayah angkat atau sebaliknya, maka ayah
angkat dan/atau anak angkat dapat diberi wasiat wajibah oleh Pengadilan
Agama secara ex officio maksimal 1/3 bagian dari harta warisan, juga
berdasarkan Yurisprudensi Putusan MA RI Nomor 312 K/AG/2008
menegaskan bahwa dalam sengketa kewarisan Mahkamah Agung dalam
diktumnya dibolehkan untuk menetapkan seseorang sebagai anak angkat lalu
kemudian memberi bagian 1/3 (sepertiga) dari harta warisan pewaris dengan
jalan wasiat wajibah. Anak angkat yang ditetapkan dan diberi bagian dalam
putusan MA RI tersebut juga tidak didasarkan dengan putusan pengadilan
sebagimana pasal 171 huruf (h) KHI. Berdasarkan pemaparan tersebut jika
dikaitkan dengan perkara a qua maka seharusnya perkara ini dilanjutkan
ketahap pembuktian untuk membuktikan apakah benar atau tidak penggugat
merupakan anak angkat yang berhak menuntut terhadap bagiannya secara
imperatif harus diberikan kepadanya melalui wasiat wajibah.??

Berawal dari latar belakang yang telah peneliti paparkan di atas,
peneliti tertarik untuk membahasnya dalam sebuah karya ilmiyah dalam

bentuk skripsi untuk mengetahui keabsahan putusan yang didalamnya

2 | bid.
2 | pid.
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terdapat dissenting opinion dan pendapat mana yang paling tepat dalam
memutuskan perkara ini, dengan judul * Analisis Yuridis Terhadap
Dissenting Opinion Hakim Dalam Putusan Perkara Gugatan Waris Anak

Angkat (Studi Putusan Nomor 0915/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mig) ™.

. ldentifikasi dan Batasan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas
maka timbullah beberapa permasalahan diantaranya adalah:

1. Analisis yuridis terhadap dissenting opinion hakim dalam putusan
perkara gugatan waris anak angkat di pengadilan Agama Kabupaten
Malang Nomor 0915/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mlg

2. Dissenting opinion dalam perkara gugatan waris anak angkat Nomor
0915/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mlg.

3. Dasar pertimbangan majelis hakim dalam memutus perkara Nomor
0915/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mlg.

4. Ketentuan hukum acara terhadap dissenting opinion diantara majelis
hakim dalam menjatuhkan putusan

Beberapa masalah yang terdapat dalam gugatan waris anak angkat dan
telah peneliti identifikasi sebagaimana tercantum di atas, dibatasi dengan
dua permasalahan yaitu :

1. Dissenting opinion hakim terhadap perkara gugatan waris anak angkat

Nomor 0915/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mlg.
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2. Analisis yuridis terhadap dissenting opinion hakim dalam putusan
perkara gugatan waris anak angkat di pengadilan Agama Kabupaten

Malang Nomor 0915/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mlg.

C. Rumusan Masalah

Bedasarkan latar belakang masalah, identifikasi masalah, dan
batasan masalah yang telah dipaparkan di atas, maka rumusan masalah yang

dipilih sebagai topik kajian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Mengapa terjadi dissenting opinion hakim dalam perkara gugatan

waris anak angkat Nomor 0915/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mlg?

2. Bagaimana analisis yuridis terhadap dissenting opinion hakim dalam
putusan perkara gugatan waris anak angkat di Pengadilan Agama

Kabupaten Malang Nomor 0915/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mlg?

D. Kajian Pustaka
Kajian pustaka adalah deskripsi ringkasan tentang kajian atau
penelitian yang sudah pernah dilakukan seputar masalah yang akan diteliti
sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang sedang dilakukan ini tidak
merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian atau penelitian yang
ada.”®

Penelitian yang berkenaan dengan masalah yang akan dibahas

dalam skripsi ini diantaranya adalah:

% Fakultas Syariah UIN Sunan Ampel, Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi, (Surabaya, 2014), 8.
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1. M. Syamsul Ma’arif, IAIN Sunan Ampel, tahun 2009 di dalam
skripsinya “Kedudukan Dissenting Opinion Hakim dalam Menjatuhkan
Vonis Pidana Menurut UU No. 8 Tahun 1981 (Pasal 182 Ayat 6)tentang
Hukum Acara Pidana dalam Perspektif Hukum Acara Peradilan Islam.?*
Skripsi ini menjelaskan tentang kedudukan dissenting opinion pada UU
No. 8 Tahun 1981 (Pasal 182 Ayat 6) adalah sebagai yurisprodensi dan
tidak kuat sebagai dasar hukum dan dalam hukum acara peradilan Islam
kedudukan dissenting opinion sama dengan ruang lingkup ijtihad hakim.

2. Liyatur Rosyidah, UIN Sunan Ampel, tahun 2014 di dalam skripsinya
“Analisis Yuridis Terhadap Dissenting Opinion dalan Putusan Perkara
Cerai Gugat (Studi Putusan Nomor 0164/Pdt.G/2014/PA.Mlg)”.®
skripsi ini menjelaskan bagaimana terjadinya dissenting opinion hakim
dalam putusan perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Kota Malang
Nomor 0164/Pdt.G/2014/PA.Mlg adalah sebuah pertimbangan majelis
hakim tentang keterangan tambahan secara lisan atas duplik tergugat
kepada majelis hakim dan penggugat mengakui dan membenarkannya
sehingga gugatan penggugat menjadi hangus dan menjadi obscuur libel,
dan gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijke

verklaard).

# M. Syamsul Ma’arif, “Kedudukan Dissenting Opinion Hakim dalam Menjatuhkan Vonis
Pidana Menurut UU No. 8 Tahun 1981 (Pasal 182 Ayat 6)tentang Hukum Acara Pidana dalam
Perspektif Hukum Acara Peradilan Islam”, Skripsi- (Surabaya: IAIN Sunan Ampel, 2009), 8.

% Liyatur Rosyidah, “Analisis Yuridis Terhadap Dissenting Opinion dalan Putusan Perkara Cerai
Gugat (Studi Putusan Nomor 0164/Pdt.G/2014/PA.MIg), Skripsi- (Surabaya: UIN Sunan Ampel,
2014), 8.
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3. Skripsi berjudul “Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor
223/Pdt.G/2005/PA.Sda Tentang Bagian Waris Anak Angkat Dalam
Perspektif Hukum Islam”®® yang ditulis oleh Diah Hastina dengan
menitikberatkan penelitian pada tinjauan hukum Islam terhadap putusan
tersebut.

Selama pengkajian pustaka, penulis sama sekali belum
menemukan penelitian tentang dissenting opinion dalam putusan perkara

gugatan waris anak angkat (studi putusan Nomor

0915/Pdt.G/2015/PA.Kab.MIg).

E. Tujuan Penelitian
Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah menjawab pertanyaan-
pertanyaan di dalam rumusan masalah, sekaligus menggambarkan hasil
penelitian yang terdiri dari beberapa poin, yaitu:

1.  Mengidentivikasi masalah hukum yang menjadi dasar dissenting
oponion hakim terhadap perkara gugatan waris anak angkat Nomor
0915/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mlg.

2.  Mengetahui dan memahami sesuai dan tidaknya dissenting opinion
hakim dalam putusan perkara gugatan waris anak angkat di Pengadilan
Agama Kabupaten Malang Nomor 0915/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mlg

dengan ketentuan hukum.

% Diah Hastina, “Putusan Pegadilan Agama Sidoarjo No. 223/Pdt.G/2005/PA.Sda. Tentang
Bagian Waris Anak Angkat Dalam Perspektif Hukum”, Skripsi- (Surabaya: IAIN Sunan Ampel,
2009), 9.
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F. Kegunaan Hasil Penelitian
Hasil penelitian ini diharapkan berguna dan bermanfaat sekurang-
kurangnya untuk dua hal, yaitu:

1. Secara teoritis penelitian ini memiliki nilai akademis yang dapat
memberikan manfaat dan berguna bagi penambahan wacana keilmuan
mengenai dissenting opinion yang berhubungan dengan perkara gugatan
waris anak angkat dalam putusan Nomor 0915/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mlg.

2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai
tambahan wawasan ilmu pengetahuan bagi ahli hukum dan praktisi
hukum pada umumnya dan penulis pada khususnya tentang dissenting
opinion dalam putusan perkara gugatan waris anak angkat Nomor

0915/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mlg.

G. Definisi Operasional
Definisi operasional bertujuan untuk memberikan pemahaman
pada kata-kata kunci dalam judul skripsi dan memberikan batasan dalam
penulisan agar pembahasan tidak terlalu luas. Maka kata kunci dalam judul
skripsi ini adalah:
Dissenting opinion : Adalah opinion atau pendapat yang dibuat
oleh satu atau lebih anggota majelis hakim

yang tidak setuju dengan keputusan yang
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diambil olen mayoritas anggota majelis
hakim.”’

Gugatan waris anak angkat : Suatu gugatan atas harta
peninggalan orang tua angkat yang
diajukan oleh anak angkat.

Definisi operasional di atas memberi pemahaman bahwa persoalan
dalam penelitian ini berkaitan dengan dissenting opinion hakim terhadap
perkara gugatan waris anak angkat dalam putusan  Nomor
0915/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mlg. Penulisan definisi operasional di atas juga
diharapkan mampu membatasi penelitian dalam analisis permasalahan itu

dengan hukum islam yang berlaku di Indonesia.

H. Metode Penelitian
Metode adalah cara tepat untuk melakukan sesuatu menggunakan
pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan, sedangkan penelitian
adalah suatu kegiatan untuk mencari, mencatat, merumuskan suatu yang

diteliti sampai menyusun laporan.”®

Metode penelitian yang digunakan
dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Data yang dikumpulkan

Data yang dikumpulkan dalam pembahasan skripsi ini

bertujuan agar nantinya dapat dipertanggungjawabkan dan relevan

%" pontang Moerad, Pembentukan Hukum Melalui Putusan Pengadilan dalam Perkara Pidana,
(Bandung: PT. Alumni, 2005), 111.

% Cholid Nurbuko dan Abu Ahmadi, Metode Penelitian, (Jakarta: Aksara, 1997), 1.
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dengan permasalahan yang diangkat, maka penulis membutuhkan data

sebagai berikut:

a.

Salinan putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malamg Nomor
0915/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mlg.

Kompilasi Hukum Islam, Abdurrahman.

Hukum Pengangkatan Anak, Rusli Pandika.

Adopsi Suatu Tinjauan dari Tiga Sistem Hukum, Mudernis Zaini.
IImu Waris, Fathur Rahman.

Hukum Perkawinan Adat, Hilman Hadi Kusuma.

Aspek Hukum Perlindungan Anak, Irma Styowati Soemitro.

IiImu Figh 111, Zakiyah Daradjat.

Soedharyo Soimin, Hukum Orang dan Keluarga: Perspektif Hukum
Barat, Hukum Islam, Dah Hukum Adat.

Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama,
Abdul Manan.

Hukum Perkawinan di Indonesia, Wirjono Projodikoro.
Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan

Anak.

. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan

Pengangkatan Anak
Staatsblad Nomor 129 Thun 1917.

Idonesische Staatsregeling (IS) Tahun 1926.
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2. Sumber Data
Sumber data yang diperlukan dalam penyusunan penelitian ini
adalah:
a. Sumber Primer
Sumber primer adalah data yang diperoleh langsung dari
sumbernya, baik melalui wawancara, observasi, maupun laporan
dalam bentuk dokumen yang kemudian diolah oleh peneliti.?
Sumber primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah salinan
Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor
0915/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mlg.
b. Sumber Data Sekunder
Sumber sekunder adalah data yang diambil dan diperoleh
dari bahan pustaka, yaitu mencarai data atau informasi yang berupa
benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen
peraturan-peraturan dan catatan harian lainnya.*® Sumber sekunder
yang peneliti gunakan diantaranya sebagai berikut:
1) Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam, (Jakarta: Akademika
Pressindo, 2010).
2) Rusli Pandika, Hukum Pengangkatan Anak, (Jakarta: Sinar
grafika, 2012).
3) Mudernis Zaini, Adopsi Suatu Tinjauan dari Tiga Sistem

Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika, 1995).

2 Zainuddin, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 106.
% Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), 115.
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3. Teknik Pengumpulan Data
Metode pengumpulan data adalah suatu perencanaan
penelitian yag merupakan suatu dokumen yang berisikan semua kegiatan
merencanakan serta melaksanakan penelitian, yang bertujuan untuk
mengumpulkan data dan analisisnya.> Pengumpulan data-data yang
diperlukan dari sumber data diatas dilakukan dengan teknik:
a. Dokumentasi
Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau
variabel yang berupa catatan, transkip, buku, surat kabar dan,
sebagainya.®> Teknik pengumpulan data pada penelitian ini
dilakukan dengan cara mengkaji dan menelaah atas dokumen, yang
berbentuk Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor
0915/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mlg, kemudian menulis hasil kajian
tersebut ke dalam bentuk karya tulis (skripsi).
4. Teknik Analisis Data
Teknik analisis data yang digunakan dalam penulisan skripsi
ini adalah:
a. Deskriptif Kualitatif
Deskriptif kualitatif adalah metode penelitian bertujuan

menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan,

#50erjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2005), 164.
%2 Riznto Adi, metode Penelitian Sosial dan hukum, (Jakarta: Granit, 2004), 70.
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gejala atau kelompok tertentu, atau menentukan penyebaran suatu
gejala, atau untuk menentukan atau tidaknya hubungan antara suatu
gejala lain dalam masyarakat.*

Metode deskriptif kualitatif ini peneliti gunakan untuk
menggambarkan secara sistematis mengenai putusan Pengadilan
Agama Kabupaten Malang Nomor 0915/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mlg
sehingga dapat diketahui dasar dan pertimbangan hukum dalam
memutuskan perkara gugatan waris anak angkat.

b. Pola Pikir Deduktif

Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini
adalah pola pikir deduktif yaitu metode yang diawali dengan
mengemukakan teori-teori bersifat umum yang berkenaan dengan
dissenting opinion dalam hukum acara peradilan agama, selanjutnya
digunakan menganalisis kasus terhadap putusan Pengadilan Agama
Kabupaten Malang Nomor 0915/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mlg, dengan
analisis yuridis terhadap dasar pertimbangan hukum majelis hakim
Pengadilan Agama Kabupaten Malang terhadap dissenting opinion
dalam putusan perkara gugatan waris anak angkat yang terjadi di

Pengadilan Agama Kabupaten Malang.

3% Amiruddin, dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Rajab Grafindo
Persada, 2004), 25-26.
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Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan terdiri dari lima bab. Setiap babnya terdiri
dari suatu rangkaian pembahasan yang berhubungan satu dengan lainnya,
sehingga membentuk suatu uraian sistematis dalam satu kesatuan yang utuh
dan benar.

Bab pertama, yaitu berisi pendahuluan yang di dalamnya terdapat
beberapa sub bahasan antara lain latar belakang masalah, identifikasi
masalah dan batasan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan
hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian meliputi data yang
dikumpulkan, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisa data,
dan terakhir menggambarkan sistematika pembahasan dari seluruh hasil
penelitian.

Bab dua, merupakan landasan teori tentang tinjauan yuridis
terhadap kumulasi gugatan yang meliputi: konstruksi kumulasi gugatan,
macam-macam kumulasi, syarat-syarat kumulasi, serta tinjauan yuridis
terhadap anak angkat yang meliputi: konstruksi teori anak angkat, motif dan
tujuan pengangkatan anak, kedudukan hukum anak angkat, dan metode
pengangkatan anak.

Bab tiga, berisi salinan putusan perkara gugatan waris anak angkat
Nomor 0915/Pdt.G/2015/PA.Kab.MIlg yang meliputi data yang berkenaan
dengan kompetensi PA Kab. Malang dan deskripsi putusan perkara gugatan

waris anak angkat Nomor 0915/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mlg yang mencakup
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duduk perkaranya dan tentang hukunya serta penyebab terjadinya dissenting
opinion dalam putusan Nomor 0915/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mlg.

Bab empat, bab ini membahas tentang analisis terhadap
dissenting opinion dalam putusan Nomor 0915/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mlg,
yang mencakup dissenting opinion dalam putusan perkara gugatan waris
anak angkat di Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor
0915/Pdt.G/2015/PA.Kab.MIlg dan analisis yuridis terhadap  dissenting
opinion dalam putusan perkara gugatan waris anak angkat di Pengadilan
Agama Kabupaten Malang Nomor 0915/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mlg.

Bab lima, merupakan bagian terakhir yang memuat kesimpulan

dari penelitian yang dilakukan dan disertai dengan saran.



BAB Il

TINJAUAN YURIDIS KUMULASI GUGATAN DAN ANAK ANGKAT

A. Kumulasi Gugatan
1. Rekonstruksi Kumulasi Gugatan

Menurut Yahya Harahap Kumulasi gugatan atau
samenvoeging van vordering adalah penggabungan dari lebih satu
tuntutan hukum ke dalam satu gugatan atau beberapa gugatan
digabungkan menjadi satu.! Setiap gugatan yang digabungkan pada
dasarnya merupakan gugatan yang berdiri sendiri. Penggabungan gugat
hanya diperkenankan dalam batas-batas tertentu, yaitu apabila
penggugat atau para penggugat dan tergugat atau para tergugat itu juga
orangnya.

Tujuan diterapkannya kumulasi gugatan adalah untuk
menyederhanakan proses dan menghindarkan putusan yang saling
bertentangan. Penyederhanaan proses ini tidak lain bertujuan untuk
mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.?

Melalui penggabungan gugatan ini, maka beberapa gugatan
dapat diperiksa, diputus dan diselesaikan secara sekaligus sehingga
prosesnya menjadi sederhana, biayanya menjadi lebih murah, tidak
menyita banyak waktu, dan tenaga yang dibutuhkan, serta dapat

menghindari putusan yang saling bertentangan. Berbeda jika masing-

1 M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 102.
2 Subekti, Hukum Acara Perdata, (Bandung: Binacipta, 1989), 72.
¥ M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata..., 104.
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masing perkara diajukan secara sendiri-sendiri, sudah pasti prosesnya
menjadi lama sehingga memerlukan biaya, waktu, dan tenaga yang lebih
banyak, serta lebih dikhawatirkan dapat terjadi putusan yang
bertentangan karena hakim yang mengadili tidak sama. Putusan
demikian tidak akan terjadi apabila diputus oleh satu majelis hakim

melalui kumulasi gugatan.

2. Macam-macam Kumulasi
Macam-macam gugatan kumulasi sebagai berikut:

a. Kumulasi subjektif merupakan penggabungan beberapa subjek
hukum, bisa terjadi seorang penggugat mengajukan gugatan kepada
beberapa orang tergugat atau sebaliknya beberapa orang penggugat
mengajukan gugatan kepada seorang tergugat, dengan syarat antara
subjek hukum yang digabungkan itu ada koneksitas.’

Pasal 127 HIR, Pasal 151 R.Bg serta beberapa Pasal
dalam Rv. dan BW terdapat aturan yang membolehkan adanya
kumulasi subjektif, dimana penggugat dapat mengajukan gugatan
terhadap beberapa tergugat. Tergugat dapat mengajukan keberatan
agar diajukan atas gugatan kumulasi subjektif secara sendiri-sendiri
atau tergugat menghendaki agar pihak lain diikutsertakan dalam
gugatan yang bersangkutan, karena adanya koneksitas. Keinginan

tergugat untuk mengikutsertakan pihak lain ini dituangkan dalam

4 Abdul Manan, Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama, (Jakarta:
Putra Grafika, 2008), 42.
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eksepsi “masih adanya pihak lain yang harus ditarik sebagai pihak
yang berkepentingan”. Tangkisan semacam ini disebut “exceptio
plurium litis consortium” .°
b. Kumulasi objektif adalah penggabungan beberapa tuntutan dalam
suatu perkara sekaligus. Penggabungan tuntutan seperti ini sah
apabila memenuhi syarat, diantaranya gugatan yang dikumulasikan
tersebut harus mempunyai hubungan erat.®
Hukum acara perdata yang berlaku secara umum baik
yang ada dalam HIR, R.Bg maupun Ry, tidak mengatur tentang
kumulasi gugat objektif. Satu-satunya yang mengatur kumulasi
gugat ini adalah Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang
Peradilan Agama pasal 86.” kumulasi gugatan yang dimaksud disini
adalah kumulasi gugat cerai dan gugat pembagian harta bersama
yang diajukan si istri (penggugat) terhadap suami (tergugat).
Kebanyakan para ahli hukum membagi bentuk kumulasi ke
dalam dua jenis yaitu kumulasi subjektif dan kumulasi objektif, namun
Abdul Manan menambah satu bentuk lagi yang disebut dengan
“perbarengan”  (concursus). Abdul Manan memberikan contoh

perbarengan atau konkursus dengan pengajuan permohonan wali adlal

sekaligus dibarengkan dengan dispensasi kawin dan izin kawin. Jika izin

® Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, (Yogyakarta: Liberty, 1998), 57.
® M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata..., 107.
"UU. No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Pasal 86.
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kawin dikabulkan, maka permohonan wali adlal dan dispensasi kawin

dengan sendirinya dikabulkan. ®

3. Syarat-syarat Kumulasi
Sudikno Mertokusumo berpendapat bahwa kumulasi objektif
pada umumnya tidak mensyaratkan tuntutan-tuntutan itu harus ada
hubungan yang erat atau koneksitas satu sama lain, namun dalam
praktek biasanya antara tuntutan-tuntutan yang digabung itu ada
koneksitas.” Keharusan adanya koneksitas ini diikuti oleh Mahkamah
Agung sebagaimana tertuang dalam Pedoman Pelaksanaan Tugas dan
Administrasi Pengadilan Buku 1l dan beberapa putusan Mahkamah
Agung antara lain: putusan Nomor 1518 K/Pdt/1983, putusan Nomor
1715 K/Pdt/1983 dan putusan Nomor 2990 K/Pdt/199013. Syarat
adanya koneksitas juga pernah diputus oleh Raad van Justitie Jakarta

tanggal 20 Juni 1939.*
Beberapa penggabungan yang tidak dibenarkan dalam

kumulasi objektif, yaitu:
a. Penggabungan antara tuntutan (gugatan) yang diperiksa dengan
acara khusus (misalnya perceraian) dengan tuntutan gugatan lain
yang harus diperiksa dengan acara biasa (misalnya mengenai

pelaksanaan perjanjian).

® Abdul Manan, Penerapan Hukum Acara Perdata..., 41.
® Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia..., 42.
19 Sp0epomo, Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2005), 29.
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b. Penggabungan dua atau lebih tuntutan dimana salah satu
diantaranya, hakim tidak berwenang secara relatif untuk
memeriksanya.

c. Penggabungan antara tuntutan mengenai bezit dengan tuntutan

mengenai eigendom.™

B. Anak Angkat
1. Konstruksi Teori Anak Angkat

Anak angkat adalah fenomena sehari-hari yang dihadapi oleh
masyarakat, kata ini mudah diketemukan dalam diskusi harian
masyarakat, dalam perspektif bahasa, anak angkat adalah anak orang
lain yang diambil (dipelihara) serta disahkan secara hukum sebagai anak
sendiri.’® Sedangkan dalam perspektif hukum anak angkat adalah
seseorang bukan turunan 2 orang suami istri yang diambil, dipelihara,
dan diperlakukan sebagai anak turunannya sendiri.*®

Anak angkat menurut UU Perlindungan Anak adalah anak
yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua,
wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan,

pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan

1 Abdul manan, Penerapan Hukum Acara Perdata..., 43.

12 pysat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta:
Balai Pustaka, 2005), 41.

3 Sudarsono, Kamus Hukum, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), 32.
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keluarga orang tua angkatnya berdasarka putusan atau penetapan
pengadilan.*

Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam buku Il bab I tentang
hukum kewarisan Pasal 171 menyatakan bahwa anak angkat yaitu anak
yang dalam pemeliharaan hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan, dan
sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang
tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan.’®

Anak angkat menurut Hilman Hadi Kusuma adalah anak
orang lain yang diangkat oleh orang tua angkat dengan resmi menurut
hukum adat setempat, dikarenakan tujuan untuk kelangsungan
keturunan atau pemeliharaan atas harta kekayaan rumah tangga.®

Surjono Sukanto memberikan rumusan tentang adopsi atau
pengangkatan anak sebagai suatu perbuatan mengangkat anak untuk
dijadikan anak sendiri atau mengangkat seseorang dalam keadaan
tertentu yang menyebabkan timbulnya hubungan yang seolah-olah
didasarkan pada faktor hubungan darah, yang telah dikutip oleh Irma
Setyowati dalam bukunya.'’

Menurut John Z. Loudoe, anak angkat adalah setiap perbuatan
berupa penerimaan anak yang berasal dari lingkungan keluarga-keluarga

lain yang masuk kedalam lingkungan keluarga tertentu sehingga tercipta

1 Ppasal 1 butir 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang
Perlindungan Anak.

5 Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam, (Jakarta: Akademika Pressindo, 2010), 73-74.

! Hilman Hadi Kusuma, Hukum Perkawinan Adat, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, Cetakan
V, 1995), 149.

7 Irma Setyowati Soemitro, Aspek Hukum Perlindungan Anak, (jakarta: Bima Aksara, 1990), 34.
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suatu hubungan soaial yang sejajar atau setingkat dengan hubungan
dalam arti biologis.™®

Soerojo Wignjodipuro dalam hukum adat mendefinisikan
pengangkatan anak adalah suatu perbuatan pengambilan anak orang lain
kedalam keluarganya sendiri, sehingga antara orang yang mengadopsi
dengan anak yang diangkat timbul suatu hukum kekeluargaan yang
sama seperti yang ada antara orang tua dengan anak kandungnya
sendiri."

Beragam definisi anak angkat yang disampaikan oleh ahli
hukum positif menunjukkan bahwa anak angkat adalah anak orang lain
yang diambil dan dianggap sebagai anak sendiri. Selain definisi yang
disampaikan oleh para ahli hukum positif, kalangan ahli hukum Islam
memahami berbeda.

Mahmud Syaltut, yang telah dikutib secara ringkas oleh
Fatchur Rachman dalam bukunya, beliau membedakan 2 macam arti
anak angkat yaitu:*°
a. penyatuan seorang terhadap anak yang diketahuinya bahwa ia

sebagai anak orang lain yang masuk kedalam keluarganya. la
diperlakukan sebagi anak dalam segala kebutuhannya, bukan

diperlakukan sebagai anak nasabnya sendiri.

'8 John Z. Loudoe, Menemukan Hukum melalui Tafsir dan Fakta, (jakarta: Bima Aksara, 1990),
135.

19 Soerjono Wignjodipuro, Pengantar dan Azaz-azaz Hukum Adat, (Jakart,: PT. Gunung Agung,
1995), 117-118.

% Fathur Rahman, llmu Waris, (Bandung: Alma’arif,1981), 228-229.
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b. memasukkan anak yang diketahuinya sebagai anak orang lain ke
dalam keluarganya, yang tidak ada pertalian nasab kepada dirinya
sendiri, sebagai anak yang sah tetapi mempunyai hak dan ketentuan
hukum sebagai anak.

Zakiyah Daradjat membagi pengertian tentang anak angkat
menjadi dua macam, yaitu:

a. Seseorang memelihara anak orang lain yang kurang mampu untuk
mendidik dan disekolahkan pada pendidikan formal. Orang itu
memberi biaya pemeliharaan dan pendidikan sehingga anak itu
nantinya menjadi orang berpendidikan dan berguna. Pengangkatan
semacam ini adalah suatu kebaikan, agama Islam menganjurkan
untuk itu.

b. Mengangkat anak menurut adat kebiasaan yang disebut tabannizatau
adopsi, yaitu anak itu dimasukkan dalam keluarga yang
mengangkat, sebagai anak sendiri hingga mempunyai kedudukan
ahli waris.”*

Definisi-definisi di atas menunjukkan bahwa kedudukan
hukum anak angkat dalam hukum positif dan hukum Islam berbeda.

Hukum Islam tidak mengenal istilah anak angkat bahkan menolak

terjadinya anak angkat sedangkan hukum positif mengakui adanya.

2t Zakiyah Daradjat, llmu Figh 111, (Jakarta: Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama
Islam Departemen Agama, 1986), 163.
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Motif dan Tujuan Pengangkatan Anak

Manusia sebagai makhluk sosial dalam kehidupan berkeluarga
yang merupakan kelompok masyarakat terkecil, merasa belum lengkap
dan bahagia apabila tidak terdiri dari ayah, ibu dan anak sehingga dapat
dikatakan bahwa dengan adanya anak merupakan penerus dari cita-cita
perjuangan dari keluarganya.

Tiga unsur tersebut tidak selalu dapat dipenuhi, kadang-
kadang terdapat suatu keluarga yang tidak mempunyai anak. Eksistensi
dari keluarga sebagai kelompok masyarakat menyebabkan menginginkan
anak, sehingga terjadilah perpindahan anak dari suatu kelompok
keluarga yang satu pindah ke dalam kelompok keluarga yang lain.

Sebab dan dorongan seseorang untuk melakukan adopsi
diantaranya yaitu:

a. Karena pasangan suami istri tidak mempunyai anak.

b. Adanya rasa belas kasihan terhadap anak yang tidak mempunyai
orang tua (yatim piatu) atau disebabkan oleh keadaan orang tua
yang tidak mampu untuk memberikan nafkah anak sehingga anak
tersebut terlantar.

c. Telah mempunyai anak kandung sendiri dari pasangan tersebut,
tetapi semua laki-laki atau sebaliknya semua perempuan.

d. Karena unsur kepercayaan tertentu (mempunyai weton yang sama

dengan orang tuanya).
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Adanya kepercayaan bahwa dengan adanya anak dirumah maka

akan dapat mempunyai anak sendiri (pancingan). %

Adapun tujuan dari adopsi bermacam-macam, tetapi yang

terpenting rasa belas kasihan terhadap anak terlantar atau anak yang

orang tuanya tidak mampu memeliharanya. Tujuan-tujan yag lainnya

diantaranya adalah:

a.

Tidak mempunyai anak, dan ingin mempunyai anak untuk menjaga
dan memeliharanya kelak kemudian dihari tua.

Untuk mendapatkan teman bagi anaknya yang sudah ada.

Untuk menambah atau mendapatkan tenaga kerja.

Untuk mempertahankan ikatan perkawinan atau kebahagiaan
keluarga.

Untuk membantu keluarga yang kurang mampu dengang
mengangkat anaknya sebagai anak.

Untuk menyelamatkan menyelamatkan kehidupan dari anak yang
diangkat tersebut.?

Pengangkatan anak pada mulanya dilakukan semata-mata

untuk melanjutkan dan mempertahankan garis keturunan atau marga

dalam suatu keluarga yang tidak mempunyai anak kandung. Tetapi

dalam perkembangannya, tujuan pengangkatan anak telah berubah, yaitu

untuk kesejahteraan anak. Persoalan ini tercantum pula dalam Pasal 12

22 Irma Setyowati Soemitro, Aspek Hukum Perlindungan Anak..., 36.

3 \bid., 4.
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Ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia No. 4 Tahun 1979 tentang
kesejahteraan anak, yang menyatakan bahwa pengangkatan anak
menurut adat dan kebiasaan dilaksanakan dengan mengutamakan
kepentingan kesejahteraan anak.?

Secara garis besar tujuan pengangkatan anak dapat
digolongkan menjadi dua. Pertama, untuk mendapatkan atau
melanjutkan keturunan keluarga orang tua angkat, hal ini lebih
mengarah pada penekanan kepentingan orang tua angkat. Kedua, untuk
mensejahterakan atau kepentingan yang terbaik bagi anak dan
penekanannya pada kepentingan anak .

3. Kedudukan Hukum Anak Angkat

Kedudukan hukum seorang anak setelah diangkat anak oleh

orang tua angkatanya bisa dilihat dari dua aspek yaitu:
a. Status hubungan hukum anak angkat terhadap orang tua angkatnya
Seorang anak baru dapat dianggap sebagai anak angkat,
apabila orang yang mengangkat anak itu memandang lahir dan batin
sebagai angkat anak keturunan sendiri, maka tujuan yang utama
adalah maksud yang sesungguhnya dari memelihara anak itu pada
waktu ia mulai mengambil anak itu.?®
Terdapat perbedaan kedudukan hukum anak angkat
terhadap orang tua angkatnya dalam hukum positif di Indonesia.

Perbedaan ini terletak pada aturan sebelum Kompilasi Hukum Islam

% pasal 12 Ayat 1 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979.
% Wirjono Projodikoro, Hukum Perkawinan di Indonesia, (Bandung: Sumur Bandung, 1960), 97.
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dan setelah Kompilasi Hukum Islam. Sebelum Kompilasi Hukum

Islam disahkan kedudukan anak angkat mengambil dari Staatsblad

Nomor 129 Tahun 1917 yang berlaku untuk kalangan Tionghoa

menyatakan bahwa kedudukan hukum anak angkat terhadap orang

tua angkatnya adalah:

1) Anak yang diangkat berhak memakai nama keluarga orang yang
mengangkatnya.

2) Anak yang diangkat menempati tempat anak kandung dan
berkedudukan sama dengan kedudukan anak yang dilahirkan
dari perkawinan suami istri yang mengangkatnya.

3) Terputusnya hubungan hukum antara si anak dengan orang tua
kandungnya.”®

Rusli Pandika memaparkan dalam bukunya yang telah
mengutip dari Pasal 131 ayat 1 dan ayat 2 sub. b Indonesische

Staatsregeling (IS) Tahun 1926, menyatakan bahwa hukum yang

berlaku bagi bumi putera pertama-tama adalah hukum adat yang

untuk sebagian besar berbentuk tidak tertulis, meskipun ada bagian-
bagian kecil yang tertulis dalam piagam-piagam, daun lontor, dan
surat perintah raja.?’

Setelah disahkannya Kompilasi Hukum Islam, kedudukan
hukum anak angkat terhadap orang tua angkatnya adalah

sebagaimana Pasal 171 huruf h menjelaskan bahwa anak angkat

% Staatblad Nomor 129 Tahun 1917.
%" Rusli Pandika, Hukum Pengangkatan Anak, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 18.
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adalah anak yang dalam pemeliharaan hidupnya sehari-hari, biaya
pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang
tua asal kepada orang tua angkatnya, berdasarkan putusan
pengadilan.?®® Tujuan dari pengangkatan anak lebih dititik beratkan
pada rasa sosial, maksudnya pengangkatan anak merupakan sikap
kerelaan dan ketulusan seseorang untuk mengambil alih tanggung
jawab pemeliharaan anak agar dapat terjamin pertumbuhan,
pendidikan dan masa depannya yang disebabkan orang tuanya
kurang mampu. Pengangkatan anak ini tidak mengubah hubungan
nasab antara anak angkat dengan orang tua kandungnya.

Sejalan dengan KHI, pengangkatan anak dalam Peraturan
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang
Perlindungan anak yang disempurnakan dengan Peraturan
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 Tentang
Pelaksanaan Pengangkatan Anak menyatakan bahwa pengangkatan
anak tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat
dengan orang tua kandungnya.”®

Anak angkat menurut Islam dijelaskan dalam al-Quran

Surat al-Ahzab Ayat 4 dan 5 yang berbunyi:

28 Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam..., 156.
2 peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2002 dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun

2007.
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Artinya: “Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang dua
buah hati dalam rongganya; dan Dia tidak menjadikan
istri-istrimu yang kamu zhihar itu sebagai ibumu, dan
Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak
kandungmu (sendiri). yang demikian itu hanyalah
perkataanmu dimulutmu saja. dan Allah mengatakan yang
sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang
benar).Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan
(memakai) nama bapak-bapak mereka; Itulah yang lebih
adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui
bapak-bapak mereka, Maka (panggilah mereka sebagai)
saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. dan
tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf
padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja
olen hatimu. dan adalah Allah Maha Pengampun lagi
Maha Penyayang.”*°

Sebagaimana yang telah dipaparkan ayat diatas tersebut,
pada intinya dapat dirumuskan secara garis besarnya sebagai
berikut:

1) Allah tidak menjadikan anak angkat kamu menjadi anak
kandung yang sesungguhnya.
2) Panggillah anak angkat tersebut dengan nama bapaknya, itulah

yang lebih tepat di sisi Allah.

% Departemen Agama RI, Mushaf Al-Qur’an Terjemah , (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2002),

666-667.
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Berdasarkan rumusan ayat di atas dapat dikatakan, bahwa
hubungan darah tidak akan pernah terputus antara orang tua
biologis dengan anak angkat tersebut, dan anak angkat tersebut
harusnya dipanggil dengan nama orang tua biologisnya. Hubungan
antara anak angkat dengan orang tua angkatnya bukanlah hubungan
sulbi>yaitu anak kandung yang berasal dari sumsum tulang sulbi>
atau tulang punggung kamu.

b. Status Kewarisan Anak Angkat Terhadap Harta Peninggalan Orang
Tua Angkat

Pengangkatan anak mengakibatkan adanya status
hubungan hukum antara anak angkat dan orang tua angkatnya,
sebagaimana yang telah peneliti paparkan di atas. Selain itu akibat
yang akan muncul lainnya adalah tentang status kewarisan anak
angkat terhadap harta peninggalan orang tua angkatnya.

Status kewarisan anak angkat terhadap harta peninggalan
orang tua angkatnya juga mengalami perbedaan dalam hukum
positif di Indonesia. Perbedaan ini terletak pada aturan sebelum
Kompilasi Hukum Islam dan setelah Kompilasi Hukum Islam.
Sebelum Kompilasi Hukum Islam disahkan kedudukan anak angkat
mengambil dari Staatsblad Nomor 129 Tahun 1917 yang berlaku

untuk kalangan Tionghoa.

31 Soedharyo Soimin, Hukum Orang dan Keluarga; Perspektif Hukum Barat, Hukum Islam, dan
Hukum Adat, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), 142.
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Pasal 12 Staatsblad Nomor 129 Tahun 1917 menyatakan
bahwa anak angkat dianggap anak yang lahir dari perkawinan orang
tua angkatnya. Dengan kata lain anak tersebut dianggap anak sah
dari orang tua angkatnya. Maka status kewarisan anak angkat
terhadap harta peninggalan orang tua angkatnya adalah seperti anak
kandung, yaitu Anak angkat mewarisi harta peninggalan orang tua
angkatnya.*?

Soepomo menjelaskan dalam bukunya bahwa dalam
Putusan Landraad Purwoerejo Tanggal 25 Agustus 1937
menyatakan, bahwa barang pencarian dan barang gono-gini jatuh
kepada janda dan anak angkat, sedang barang asal kembali kepada
saudara-saudara peninggal harta, jikalau yang ditinggal tidak
mempunyai anak.*

Soepomo juga menjelaskan bahwa Raad Yustisi Jakarta
dahulu, memutuskan pada tanggal 24 Mei 1940, bahwa menurut
hukum adat di Jawa Barat anak angkat berhak atas barang-barang
gono-gini orang tua angkatnya yang telah meninggal, jikalau tidak
ada anak kandung atau tidak ada turunan seterusnya.*

Berdasarkan  Kedua putusan tersebut  Soepomo
menyimpulkan bahwa anak angkat berhak mendapatkan nafkah dari

harta peninggalan, seperti halnya dengan janda. Kedudukan anak

% pasal 12 Staatsblad Nomor 129 Tahun 1917.
% Soepomo, Hukum Adat, (Jakarta: PT Pradnya Paramita, 1989), 99.

3 |bid.
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angkat di dalam harta peninggalan memang dapat disamakan
dengan janda.®
Menurut Kompilasi Hukum Islam, ahli waris pada
dasarnya dapat dikelompokkan menjadi tiga (3) bagian, yakni: 1.
Ashabul furudh, 2. ashabah, dan 3. Dzawil Arham. Dalam KHI
terdapat pengaturan tentang pengelompokkan ahli waris yang diatur
padaPasal 174 KHI, yaitu:
1) Kelompok ahli waris terdiri dari :
a) Menurut hubungan darah
1) Golongan laki-laki terdiri dari ayah, anak laki-laki,
saudara laki-laki, paman, dan kakek.
2) Golongan perempuan terdiri dari ibu, anak perempuan,
saudara perempuan, dan nenek.
b) Menurut hubungan perkawinan terdiri dari duda atau
janda.*®
2) Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat
warisan hanya : anak, ayah, ibu, janda atau duda.

Hak waris anak angkat yang dilaksanakan melalui
wasiat wajibah, yang harus terlebih dahulu dilaksanakan
dibandingkan pembagian warisan terhadap anak kandung atau
ahli waris. Aturan yang menjadi landasan hukumnya terdapat di

dalam Pasal 175 KHI, tentang kewajiban ahli waris terhadap

* Ibid., 100.
% Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam..., 157.
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pewaris, dimana pada salah satu kewajibannya tersebut terdapat
kewajiban untuk menunaikan segala wasiat dari pewaris.

Aturan mengenai wasiat wajibah disebutkan dalam
Pasal 209 ayat 1 dan 2 KHI. Pasal 1 menyatakan bahwa bagi
orang tua angkat yang tidak mendapatkan wasiat diberi wasiat
wajibah, sedangkan Pasal 2 menyatakan bahwa anak angkat
yang tidak mendapatkan wasiat maka ia mendapatkan wasiat
wajibah.*’

Peraturan pemberian wasiat terhadap anak angkat
melalui wasiat wajibah ini sesungguhnya dianggap baru apabila
dikaitkan dengan figh tradisional, bahkan peraturan perundang-
undangan mengenai kewarisan yang berlaku diberbagai dunia
Islam kontemporer, dan al-Quran secara tegas menolak

penyamaan hubungan karena pengangkatan anak.

4. Metode Pengangkatan Anak

Metode atau tata cara pengangkatan anak di Indonesia

dilakukan berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku di

Indonesia. Sejalan dengan pemaparan yang telah peneliti sampaikan di

atas, maka tata cara pengangakatan anak juga mengalami perkembangan

dalam hukum positif di Indonesia.

7 1bid., 164.
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Tata cara pengangkatan anak dalam Staatsblad yang berlaku

untuk golongan Tionghoa No. 129 Tahun 1917 Pasal 5 sampai Pasal 15

menyatakan bahwa:

a. Tiap-tiap pengangkatan anak hanya dapat dilakukan dengan akta
notaris.

b. Seseorang yang akan mengangkat anak adalah pasangan suami istri
yang terikat dalam suatu perkawinan, janda, atau duda.

c. Usia minimal anak yang dapat diangkat anak adalah 18 tahun lebih
muda dari ayah angkatnya dan 15 tahun lebih muda dari ibu
angkatnya.

d. Janda yang ditinggal mati oleh suaminya dan tidak punya keturunan
serta mendapat surat wasiat bahwa dilarang melakukan
pengangkatan anak, maka dapat melakukan pengangkatan anak atas
persetujuan saudara laki-laki dari suami yang telah meninggal atau
ayah atau juga saudara laki-laki sedarah yang terdekat.

e. Jika keluarga sedarah yang dimaksud tidak ada, maka persetujuan
itu bisa diganti dengan izin dari pengadilan negeri. Selanjutnya izin
dari pengadilan tersebut harus disebut dalam akta pengangkatan.®

Tata cara pengangkatan anak untuk golongan bumiputera
mengikuti hukum adat setempat yang berlaku, sebagaimana yang telah
peneliti paparkan di atas tercantum dalam IS (Indonesische

Staatsregeling) Pasal 131 Ayat (1) dan (2) sub b, yang menyatakan

% Staatsblad No. 129 Tahun 1917 Pasal 5-15.
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bahwa hukum yang berlaku bagi golongan bumiputera adalah hukum
adat.*

Berbeda dengan staatsblad, tata cara pengangkatan anak
dalam Kompilasi Hukum Islam tidak dijelaskan secara rinci. Pasal 171
huruf h Kompilasi Hukum Islam hanya menyatakan bahwa anak angkat
adalah anak yang diangkat berdasarkan putusan pengadilan. Pernyataan
tersebut menjelaskan apabila seseorang igin mengangkat anak harus
mengajukan permohonan pengangkatan anak ke instansi terkait.*’

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun
2007 Pasal 9 ayat (2) menyatakan bahwa pengangkatan anak
berdasarkan adat kebiasaan setempat yang telah dilakukan, dapat
dimohonkan penetapan pengadilan. agar anak yang diangkat
mendapatkan status hukum di Indonesia sebagai anak angkat.**

Rusli Pandika menjelaskan dalam bukunya, bahwa setalah
dikeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 6 Tahun 1983 tentang
penyempurnaan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 2 Tahun 1979 yang
menegaskan prosedur untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan
anak dari pengadilan adalah:

a. Mengajukan surat permohonan kepada ketua pengadilan yang
berwenang.

b. Petitum permohonan harus tunggal.

* pasal 131 Ayat 1dan2subb IS
0 Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam..., 156.

* Pperaturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksana
Pengangkatan Anak.
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c. Atas permohonan pengesahan pengangkatan anak Pengadilan

menerbitkan pengesahan dalam bentuk penetapan.*

*2 Rusli Pandika, Hukum Pengangkatan Anak..., 118.



BAB IlI

DISSENTING OPINION HAKIM DALAM PUTUSAN PERKARA
GUGATAN WARIS ANAK ANGKAT (Studi putusan Nomor
0915/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mlg)

A. Kompetensi Pengadilan Agama Kabupaten Malang

Pengadilan Agama Kabupaten Malang dibentuk berdasarkan
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 85 Tahun 1996 dan
diresmikan pada tanggal 28 Juni 1997. Gedung Pengadilan Agama
Kabupaten Malang terletak di wilayah Pemerintah Daerah Kabupaten
Malang, yakni JI. Panji 202 Kepanjen-Malang telp. (0341) 397200 Fax.
(0341) 395786 e-mail:mailg@-malangkab.go.id. / pa.kab.malang@nail.com,
yang berada di atas tanah pemberian Bupati Kepala Daerah Kabupaten
Malang seluas 4.000 M2, berdasarkan Surat No: 590/259/429.011/1997
tanggal 20 Pebruari 1997 jo. Surat No: 143/1721/429.012/1997 tanggal 9
Oktober 1997 dan Surat Keputusan Bupati KDH. Tk. Il Malang nomor
:180/313/SK/429.013/1997 tanggal 18 Desember 1997 tentang Penetapan
Lokasi untuk Pembangunan Gedung Pengadilan Agama di Kelurahan
Penarukan Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang.!

Tanah tersebut asalnya adalah tanah milik BP3 Sekolah Perawat
Kesehatan Kepanjen seluas 1.694 M2 (sertipikat Hak Milik nomor : 72,

Surat Ukur nomor : 00002/ Penarukan/ 1999) dan tanah bengkok Desa

! pengadilan Agama Kabupaten Malang, “sejarah dan daftar hukum”, dalam http://www.pa-
malangkab.go.id/index.php/profil/lembaga/sejarah-dan-dasar-hukumgdiakses tanggal 03 Juni
2016.
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Penarukan seluas 2.306 M2. Masing-masing tanah tersebut, sekarang sudah

bersertifikat hak pakai atas nama Departemen Agama CQ, Pengadilan

Agama Kabupaten Malang dengan sertifikat Nomor 6 tahun 2005.2

Pengadilan Agama Kabupaten Malang merupakan Pengadilan

Tingkat Pertama yang bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan

menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama sebagaimana diatur dalam

Pasal 49 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.

Kewenangan Pengadilan Agama dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

1. Kewenangan Relatif

Kewenangan relatif adalah kekuasaan mengadili berdasarkan
wilayah atau daerah hukum (yurisdiks). Kewenangan relatif Pengadilan
Agama sesuai dengan tempat dan kedudukannya. Pengadilan Agama
berkedudukan di Ibu Kota kabupaten dan daerah hukumnya melipuiti
wilayah Kota dan Kabupaten.®

Pengadilan Tinggi Agama berkedudukan di Ibu Kota Provins dan
daerah hukumnya meliputi wilayah Provinsi. Wilayah hukum Pengadilan
Agama Kabupaten Malang meliputi wilayah Pemerintah Kabupaten
Malang dan Pemerintah Kota Batu (asalnya Kota Administratif Batu
yang sejak tanggal 17 Oktober 2001 telah diresmikan oleh Gubernur Jawa
Timur menjadi Kota Batu dan walikotanya telah dilantik pada tanggal 22

Oktober 2001) yang terdiri dari 36 (tiga puluh enam) kecamatan, meliputi

?1bid,.

% Mustafa, Kepaniteraan Peradilan Agama, (Jakarta: Kencana, 2005), 11.
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389 desa /kelurahan, khusus wilayah Pemerintah Kota Batu terdiri dari 3
(tiga) kecamatan meliputi 23 desa /kelurahan.*
2. Kewenagan Absolut

Kewenangan absolut adalah kewenangan Pengadilan untuk
mengadili berdasarkan materi hukum. Kekuasaan Pengadilan di
lingkungan peradilan agama adalah memeriksa, memutus, dan
menyelesaikan perkara-perkara tertentu di kalangan golongan rakyat
tertentu, yaitu orang-orang yang beragama Islam. Setiap perkara yang
tidak termasuk bidang kewenangannya secara absolut, maka pengadilan
tidak berwenang mengadilinya.’

Pengadilan Agama Kabupaten Malang merupakan pengadilan
tingkat pertama yang bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan
menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang
yang beragama Islam sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun
1989 tentang Peradilan Agama yang kemudian diamandemen ke dalam
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan selanjutnya diamandemen
dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama,
menjelaskan bahwa kewenangan mengadili Pengadilan Agama meliputi:
Perkawinan (izin poligami, pencegahan perkawinan, penolakan
perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN), cerai talak, cerai gugat,

harta bersama, kelalaian atas kewajiban suami istri, penguasaan anak,

* Pengadilan Agama Kabupaten Malang, “sejarah dan daftar hukum”, dalam http://www.pa-
malangkab.go.id/index.php/profil/lembaga/sejarah-dan-dasar-hukum# diakses tanggal 03 Juni
2016.

® Mustafa, Kepaniteraan Peradilan Agama..., 9.
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nafkah anak, hak-hak mantan istri, pengesahan anak, pencabutan
kekuasaan anak, penunjukan orang lain sebagai wali, ganti rugi terhadap
wali, asal usul anak, penolakan kawin campuran, isbat nikah, dispensasi
kawin, wali adhol), waris, wasiat, hibah, wakaf, shadagoh dan, ekonomi
syari’ah.’

Pengadilan Agama Kabupaten Malang dalam mengadili perkara
yang menjadi kewenangannya harus menganut asas personalitas
keislaman, sebagaimana Pasal 2 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006,
“Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasan kehakiman bagi
rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu
sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini”.” Artinya bahwa pihak-
pihak yang berperkara harus beragama Islam atau pada saat terjadi

hubungan hukum, kedua belah pihak sama-sama beragama Islam.

B. Deskripsi Putusan Perkara Gugatan Waris Anak Angkat Nomor
0915/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mlg

Perkara Nomor 0915/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mlg adalah perkara
gugatan waris anak angkat yang terjadi di Pengadilan Kabupaten Malang.
Perkara ini diajukan oleh pihak Penggugat kepada Pengadilan Agama
Kabupaten Malang atas nama Agus Toha Fauzi bin Supi’i yang mendalilkan
dirinya sebagai anak angkat dari Fatchul Isya’i yang merupakan ahli waris

dari Achmat Yakut, umur 39 tahun, agama Islam, swasta, tempat tinggal

® Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 1989
Tentang Peradilan Agama Pasal 49.
" Ibid, Pasal 2.
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Kelurahan Arjowinangun Blok BB 05 ,RT. 08 , Rw. 09, Kecamatan
Kedungkandang, Kota Malang.?

Melawan para tergugat atas nama: Pertama, Lailatul Nuroniyah binti
Sukinto selaku cucu dari Abdul Halim yang merupakan ahli waris dari
Achmat Yakut, umur 31 tahun, agama Islam, guru SDN, tempat tinggal di
Jalan Raya Koramil RT.001 RW.007, Desa Bululawang, Kecamatan
Bululawang, Kabupaten Malang, selanjutnya disebut sebagai tergugat I.°

Kedua, Ulfa Ragil Safitri binti Sukinto selaku cucu dari Abdul Halim
yang merupakan ahli waris dari Achmat Yakut, umur 27 tahun, agama
Islam,wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Raya Koramil RT.001 RW.007,
Desa Bululawang, Kecamatan Bululawang, Kabupaten Malang, selanjutnya
disebut sebagai tergugat I1.

Ketiga, Miftachul Nafsiah binti Abdul Halim, umur 20 tahun, agama
Islam, tempat tinggal di Dusun Seragan Gang Jowar RT.005 RW.009, Desa
Kendalpayak, Kecamatan Pakisaji, Kabupaten Malang, selanjutnya disebut
tergugat 111.%°

Keempat, Hj. Jamilah binti Jadi selaku istri dari Abdul Halim, umur
69 tahun, agama lIslam, swasta, tempat tinggal di Dusun Segaran Gang
Jowar RT.005 RW.009, Desa Kendalpayak, Kecamatan Pakisaji, Kabupaten
Malang, bertindak atas nama anaknya yang belum dewasa bernama

Muhamad Riski Ardiansyah bin Abdul Halim, umur 15 tahun, agama Islam,

8 putusan Nomor 0915/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mlg.
* Ihid.
9 1hid.
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pelajar, tempat tinggal di Dusun Segaran Jowar RT.005 RW.009, Desa
Kendalpayak, Kecamatan Pakisaji, Kabupaten Malang, selanjutnya disebut
tergugat V.

Sengketa dalam putusan ini adalah sengketa warisan yang dikuasai
oleh tergugut I dan 1. Gugatan ini diajukan atas sebidang tanah sawah, Buku
Huruf C No0.643 Persil No.123, Kelas S.II, Luas £ 5.930 yang merupakan
harta peninggalan dari Achmat Yakut dan ibu Sabichis yang terletak di Desa
Wandanpuro, Kecamatan Bululawang, Kabupaten Malang dengan batas-
batas: sebelah utara berbatasan dengan irigasi, sebelah timur berbatasan
dengan jalan kampung, sebelah selatan berbatasan dengan pabrik jagung,
sebelah barat berbatasan dengan jalan setapak menuju sungai.*®

Setelah Achmat Yakut meninggal dunia pada hari kamis tanggal 31
Juli 1980, tanah tersebut dikuasai oleh anaknya yang bernama Abdul Halim,
sedangkan saudaranya yang bernama Fatchul Isya’i telah meninggal dunia
pada tanggal 24 Desember 1982. Sewaktu tanah tersebut dalam penguasaan
Abdul Halim, penggugat telah meminta agar harta peninggalan tersebut
dibagikan, namun Abdul Halim hanya menjanjikannya, dan harta tersebut
belum juga dibagikan sampai Abdul Halim meninggal dunia pada tanggal 21
Juni 2014. Setelah Abdul Halim meninggal dunia tanah tersebut dikuasai

oleh anak dari Abdul Halim selaku tergugat | dan tergugat 11.%3

1 1bid.
12 1 bid.
3 1bid.
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Penggugat juga sudah berulang kali meminta baik-baik secara
kekeluargaan kepada tergugat | dan tergugat 11 dengan lisan, maupun melalui
kantor Desa Wandanpuro agar harta dibagi 2 (dua), nhamun tergugat | dan
tergugat 1l menyatakan keberatan karena penggugat bukanlah anak kandung
dari Fatchul Isya’i.**

Sejak tanggal 22 Desember 2014 sebagian obyek sengketa dikuasai
oleh Penggugat. Kuasa hukum penggugat sudah sering mengupayakan
penyelesaian secara kekeluargaan atas penguasaan obyek sengketa tersebut,
baik dengan bertemu secara langsung maupun meminta bantuan melalui
Kantor Desa Wandanpuro namun niat baik penggugat tidak ditanggapi oleh
para tergugat, bahkan sudah dipanggil dengan surat 2 (dua) kali oleh kepala
Desa Wandanpuro namun tetap tidak datang.™

Gugatan ini diajukan berdasarkan hukum waris dan UU No. 3 Tahun
2006. Gugatan ini didasarkan pada bukti-bukti yang kuat dan meyakinkan
sehingga berdasarkan pasal 180 HIR maka putusan dalam perkara ini dapat
dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada perlawanan banding, kasasi, dan
upaya hukum lainnya (uitvoerbaar bij voorraad).*°

Perkara ini diajukan oleh penggugat karena para tergugat dinilai tidak

mempunyai itikat baik untuk membagi harta warisan/ objek sengketa, maka

* |bid.
15 |bid.
18 1bid.
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penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Kabupaten Malang agar
memperoses perkara ini dan memberikan putusan yang seadil-adilnya.*’

Majelis Hakim dalam mengadili dan memutuskan suatu perkara
selalu berusaha mempertimbangkan segala sesuatunya khususnya alasan
(argumen), yang telah diajukan oleh pihak yang berkepentingan. Kemudian
menganalisis dengan dasar hukum dan pertimbangan hukum yang berlaku
dalam lingkungan Pengadilan.*®

Adapun masalah gugatan waris anak angkat di Pengadilan Agama
Kabupaten Malang berdasarkan dalil-dalil penggugat sampai pada replik
penggugat, Majelis Hakim memutuskan perkara tersebut dengan berbagai
dasar dan pertimbangan hukum.*®

Majelis Hakim telah memastikan bahwa perkara ini merupakan
wewenang Pengadilan Agama Kabupaten Malang, baik secara absolut
maupun relatif. Berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang diubah dan ditambah
dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor
50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenagan absolut dari
Pengadilan Kabupaten Malang.?°

Asas actor sequitur forum rei (tempat tinggal Tergugat) sesuai Pasal
118 Ayat (1) HIR sekaligus juga berdasarkan asas forum rei sitae (tempat

benda terletak) sesuai Pasal 118 Ayat (3) HIR, dan Pasal 54 Undang-Undang

7 bid.
8 Ibid.
9 Ibid.
20 |bid.



52

Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dan ditambah
dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor
50 Tahun 2009, yang menjelaskan bahwa ketentuan hukum acara yang
berlaku di lingkungan peradialan umum juga berlaku bagi peradilan agama.
Perkara ini merupakan kewenangan relatif dari Pengadilan Kabupaten
Malang berdasarkan keterangan di atas.?

Surat kuasa khusus yang telah diberikan oleh kedua belah pihak
berperkara telah memenuhi syarat, berdasarkan Pasal 123 HIR, Surat Edaran
Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959, Surat Edaran Mahkamah Agung
RI nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-undang
Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, dan
penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat
telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat karena sudah
disumpah oleh Pengadilan Tinggi sebagaimana ketentuan hukum yang ada
dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang
Advokat.”

Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak
berperkara agar menyelesaikan perkaranya secara kekeluargaan. Para pihak
juga telah menjalani mediasi oleh mediator akan tetapi tidak berhasil, maka
ketentuan dari Pasal 130 HIR jo dan Peraturan MARI Nomor 1 Tahun 2008

telah dilaksanakan dengan maksimal.?®

2! | bid.
22 | bid.
28 |bid.
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Setelah diperiksa secara cermat surat gugatan penggugat, jawaban

tergugat, sampai pada replik penggugat, majelis hakim telah menemukan

fakta-fakta sebagai berikut:**

1.

Penggugat sebagai pihak yang mangajukan gugatan pembagian harta
warisan mendalilkan dirinya sebagai anak angkat.

Penggugat dalam mengajukan gugatan ini adalah sebagai ahli waris
pengganti dari orang tua angkatnya.

Penggugat dalam mengajukan gugatan ini, telah mengkumulasikan
gugatan waris dengan permohonana penetapan pengangkatan anak.

Majelis hakim telah memberikan pertimbangan atas fakta yang

telah ditemukan, yaitu:*®

1.

Fakta hukum pertama, Majelis Hakim berpendapat bahwa pengajuan
perkara gugatan warisan dibolehkan sepanjang anak angkat yang
dimaksud adalah anak angkat yang sah menurut hukum, sebagaimana
yang diatur dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang
penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam. Pasal 171 huruf (h) secara
definitif disebutkan bahwa “anak angkat adalah anak yang dalam hal
pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan
sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang
tua angkatnya berdasarkan putusan Pengadilan.

Penggugat mendalilkan bahwa ia adalah anak angkat yang

telah diangkat berdasarkan adat, oleh karena itu penggugat

24 | bid.
2 |bid.



mengkumulasi gugatan pembagian waris dengan permohonan penetapan
pengangkatan anak atas dirinya. Keterangan tersebut membuktikan
bahwa kedudukan penggugat sebagai anak angkat adalah belum sah
menurut hukum, oleh karena itu penggugat tidak memiliki legal
standing untuk mengajukan gugatan waris.
Fakta hukum kedua, gugatan ini adalah gugatan pembagian harta
warisan dari Achmad Yakut alias Mat Yakut yang merupakan ayah dari
Fatchul Isya’i dan Abdul Halim, dan Fatchul Isya’i didalilkan oleh
penggugat sebagai orang tua angkatnya. Fakta tersebut menunjukkan
bahwa seharusnya penggugat menegaskan kedudukannya sebagai ahli
waris pengganti dari orang tua angkatnya dimaksud.
Bentuk ahli waris ada dua macam, yaitu:*®

a. Ahli waris langsung adalah ahli waris yang disebut dalam Pasal 174

KHI.
b. Ahli waris pengganti adalah ahli waris yang diatur berdasarkan

Pasal 185 KHI

Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa hak

seorang ahli waris yang telah meninggal dunia diberikan kepada
keturunannya yang masih hidup sebagai berikut:
a. Ahli waris yang meninggal dunia lebih dahulu dari pada si pewaris,

maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka

yang tersebut dalam Pasal 173.

2 |bid.
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b. Bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli
waris yang sederajat dengan yang diganti.

Petitum yang tidak tegas dan spesifik meminta apa yang
dikehendaki menjadikan gugatan tidak sempurna, sebagaimana
Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 492 K/SIP/1970 yang
mengandung kaidah hukum yang menyatakan gugatan tidak sempurna,
karena tidak menyebut dengan jelas apa yang dituntut.

Fakta hukum ketiga, penggugat telah mengkumulasikan gugatannya,
yaitu gugatan warisan dengan permohonan penetapan pengangkatan
anak. Majelis hakim berpendapat bahwa kumulasi perkara dibolehkan
sepanjang ada ketentuan atau aturan yang membenarkannya, dan kalau
tidak ada aturan yang membolehkan maka paling tidak ada hubungan
yang erat atau koneksitasnya, selain itu tunduk pada acara yang sama.
Adanya koneksitas ini didasari beberapa putusan Mahkamah Agung
antara lain:

a. Putusan Nomor 1518 K/Pdt/1983

b. Putusan Nomor 1715 K/Pdt/1983

c. Putusan Nomor 2990 K/Pdt/1990

d. Buku Il Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan.

Penggabungan gugatan antara gugatan warisan dengan
penetapan pengangkatan anak tunduk kepada hukum acara yang
berbeda. Penetapan pengangkatan anak adalah perkara volunter yang

apabila ada keberatan upaya hukumnya adalah kasasi sedangkan gugatan
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warisan adalah perkara kontensius yang upaya hukumnya adalah
banding. Ketertundukan pada hukum acara yang berbeda ini
menunjukkan bahwa perkara ini tidak bisa dikumulasikan.?’

Majelis  hakim  berpendapat berdasarkan  pertimbangan-
pertimbangan tersebut bahwa gugatan penggugat mengandung cacat formil,
karenanya gugatan penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet
ontvankelijke verklaard), karena secara formil gugatan penggugat telah
dinyatakan tidak dapat diterima, maka secara materil gugatan pokok
penggugat serta jawaban dan gugat rekonvensi yang diajukan tergugat tidak
perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan harus dikesampingkan.?®

Hakim Anggota | berpendapat lain, seharusnya perkara ini
dilanjutkan ketahap selanjutnya yaitu pembuktian dengan alasan sebagai
berikut:

Pasal 209 Ayat 2 KHI menjelaskan bahwa anak angkat yang tidak
mendapatkan wasiat maka ia diberi wasiat wajibah atas harta peninggalan
orang tua angkatnya, hal ini berlaku sebaliknya bahwa orang tua angkat juga
diberi wasiat wajibah jika ia tidak mendapatkan wasiat atas harta
peninggalan anak angkatnya.”

Hakim Anggota | juga menggunakan pendapat Abdul Manan
sebagai salah satu doktrin hukum, yang mendefinisikan wasiat wajibah

sebagai tindakan yang dilakukan penguasa atau hakim sebagai aparat negara,

27 | bid.
2 |bid.
2 |bid.
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untuk memaksa atau member putusan wajib wasiat bagi orang yang
meninggal dunia yang diberikan kepada orang tertentu dalam keadaan
tertentu.®

Keterangan di atas menunjukkan bahwa anak angkat bukan
termasuk ahli waris, akan tetapi anak angkat secara hukum mendapat bagian
sebanyak-banyaknya 1/3 (sepertiga) dari harta warisan orang tua angkatnya
menggunakan pintu wasiat wajibah dan bagian tersebut merupakan hak yang
harus (bersifat imperatif) diberikan kepada anak angkat jika orang tua
angkatnya meninggal dunia. Jika ahli waris tidak memberikan bagian anak
angkat tersebut maka pengadilan baik atas permintaan anak angkat atau
secara ex officio dapat menghukum agar ahli waris memberi bagian dan hak
anak angkat tersebut dengan jalan wasiat wajibah.*"

Menurut Hakim Anggota | bahwa penggugat sebagai anak angkat
mempuyai posisi hukum (legal standing) untuk mengajukan gugatan
kewarisan, karena anak angkat mempuyai kepentingan hukum atas obyek
sengketa yaitu bagian dan hak atas harta warisan yang ditinggalkan oleh
ayah angkatnya dengan jalan wasiat wajibah. Penggugat sebagai anak angkat
boleh mengajukan gugatan kewarisan atas obyek sengketa yang dikuasai
oleh ahli waris yang tidak mau memberi bagian yang seharusnya diperoleh

oleh anak angkat melalui wasiat wajibah.*

% |bid.
%1 |bid.
%2 |bid.
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Alasan penggugat yang mendalilkan dirinya sebagai anak angkat

yang diangkat secara adat, Hakim Anggota | berpendapat sebagai berikut:*

1.

Alasan penggugat yang mendalilkan dirinya sebagai anak angkat yang
diangkat secara adat sudah masuk pokok perkara, dan untuk
membuktikan tentang kebenaran hal tersebut diperlukan proses
pembuktian.

Alasan tersebut telah diakui oleh para tergugat secara bulat bahwa
penggugat merupakan anak angkat dari Fatchul Isya’i yang telah
meninggal pada tanggal 24 Desember 1982, dan proses pengangkatan
anak angkat terjadi sebelum tahun 1982 sehingga dapat dipahami bahwa
pada saat itu ketentuan hukum yang terdapat pasal 171 huruf (h) KHI
belum ada karena KHI disahkan pada tahun 1991 jauh setelah proses
pengangkatan anak tersebut.

Hukum adat atau nilai-nilai yang hidup dimasyarakat jawa termasuk di
Malang menunjukkan bahwa orang yang tidak mempuyai keturunan
pada umumnya mengangkat anak atau mengambil anak saudara
dekatnya untuk menunjukkan pengangkatan anak tersebut cukup
dengan menikahkan atau mengkitankan anak angkat tersebut.
Yurisprudensi Putusan MA RI Nomor 312 K/AG/2008 yang dalam
diktumnya menunjukkan bahwa dalam sengketa kewarisan dibolehkan
untuk menetapkan seseorang sebagai anak angkat lalu kemudian

memberi bagian 1/3 (sepertiga) dari harta warisan pewaris dengan jalan

% |bid.
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wasiat wajibah. Anak angkat yang ditetapkan dan diberi bagian dalam
putusan MA RI tersebut juga tidak didasarkan dengan putusan
Pengadilan sebagimana Pasal 171 huruf (h) KHI.

Putusan MA RI tersebut menunjukkan, bahwa seharusnya
perkara ini dilanjutkan ke tahap pembuktian untuk membuktikan apakah
benar atau tidak penggugat merupakan anak angkat yang berhak
menuntut terhadap bagiannya yang secara imperatif harus diberikan
kepadanya melalui wasiat wajibah.

Perkara ini diputus menurut pendapat hakim mayoritas dengan isi
putusan sebagai berikut:**
1. Gugatan penggugat dinyatakan tidak dapat diterima.

2.  Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara.

C. Penyebab Dissenting Opinion Hakim Dalam Putusan Perkara Gugatan Waris
Anak Angkat Nomor 0915/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mlg

Majelis hakim berbeda pendapat (dissenting opinion) dalam
memutuskan perkara ini. Perbedaan pendapat tersebut mengenai apakah
perkara ini dinyatakan tidak dapat diterima ataukah dilanjutkan ketahap
selanjutnya yaitu pembuktian. Perbedaan pendapat (dissenting opinion) ini
terjadi disebabkan adanya perbedaan dasar dan pertimbangan majelis hakim
tentang status penggugat sebagai anak angkat (legal standing) dan

penggabungan perkara atau disebut kumulasi gugatan.®

* Ibid.
% |bid.
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Status penggugat sebagai anak angkat dalam perkara ini, menurut
Ketua majelis dan Hakim Anggota Il penggugat tidak memilki legal
standing untuk mengajukan gugatan ini berdasar Pasal 171 KHI yang
menyatakan bahwa anak angkat adalah anak yang diangkat berdasarkan
putusan pengadilan.*®

Hakim Anggota | berpendapat bahwa penggugat memiliki legal
standing untuk mengajukan gugatan ini, dengan alasan berdasarkan dalil
penggugat yang mendalilkan dirinya sebagai anak angkat yang diangkat
secara adat dan hal tersebut telah diakui secara bulat oleh para tergugat
dalam jawabannya. Fatchul Isya’i selaku ayah angkat penggugat telah
meninggal pada tahun 1982, hal ini membuktikan bahwa saat penggugat
diangkat sebagai anak sebelum disahkannya KHI yaitu tahun 1991. Pasal
209 Ayat 2 juga telah menjelaskan bahwa anak angkat mendapatkan wasiat
wajibah jika anak tersebut tidak diberi wasiat. Mengenai dalil penggugat
yang mendalilkan dirinya sebagai anak angkat yang di angkat secara adat
hakim Anggota | berpendapat bahwa hal tersebut sudah masuk pada pokok
perkara dan untuk membuktikan tentang kebenaran hal tersebut diperlukan
proses pembuktian.®’

Perbedaan pendapat selanjutnya mengenai kumulasi gugatan
dalam perkara ini, Ketua majelis dan Hakim Anggota Il berpendapat bahwa
perkara ini tidak dapat dikumulasikan karena kedua perkara tersebut tunduk

kepada hukum acara yang berbeda. Penetapan pengangkatan anak adalah

% |bid.
% bid.
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perkara volunter yang apabila ada keberatan upaya hukumnya adalah kasasi
sedangkan gugatan warisan adalah perkara kontensius yang upaya hukumnya
adalah banding. Ketua majelis dan Hakim Anggota Il juga berpendapat
bahwa kumulasi gugatan dapat dilakukan sepanjang ada ketentuan atau
aturan yang membenarkannya, dan kalau tidak ada aturan yang
membolehkan maka paling tidak ada hubungan yang erat atau
koneksitasnya. Adanya koneksitas ini didasari beberapa putusan Mahkamah
Agung diantaranya adalah putusan Nomor 1518 K/Pdt/1983, putusan Nomor
1715 K/Pdt/1983, putusan Nomor 2990 K/Pdt/1990, Buku Il Pedoman
Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan.®®

Hakim Anggota | berpendapat bahwa berdasarkan yurisprudensi
Putusan MA RI Nomor 312 K/AG/2008 yang menegaskan bahwa dalam
sengketa kewarisan Mahkamah Agung dalam diktumnya dibolehkan untuk
menetapkan seseorang sebagai anak angkat lalu kemudian memberi bagian
1/3 (sepertiga) dari harta warisan pewaris dengan jalan wasiat wajibah. Anak
angkat yang ditetapkan dan diberi bagian dalam putusan MA RI tersebut
juga tidak didasarkan dengan putusan pengadilan sebagaimana Pasal 171
huruf (h) KHI. Yurisprudensi tersebut menunjukkan bahwa perkara ini dapat

dikumulasikan.*®

% |bid.
¥ bid.
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ANALISIS YURIDIS TERHADAP DISSENTING OPINION HAKIM DALAM
PERKARA GUGATAN WARIS ANAK ANGKAT (Studi Putusan Nomor
0915/Pdt.G/2015/PA. Kab. Mlg)

A. Dissenting Opinion Hakim Dalam Perkara Gugatan Waris Anak Angkat
(Studi Putusan Nomor 0915/Pdt.G/2015/Pa. Kab. Mlg)

Perkara ini adalah perkara gugatan waris dengan nomor putusan
Nomor 0915/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mlg di Pengadilan Kabupaten Malang.
Setelah surat gugatan, jawaban tergugat, dan sampai pada replik duplik
diperiksa dengan cermat Majelis Hakim menemukan fakta bahwa dalam
perkara ini penggugat mendalilkan dirinya sebagai anak angkat yang
diangkat secara adat, dan penggugat telah mengkumulasikan gugatan yaitu
gugatan waris dengan permohonan pengangkatan anak.*

Fakta yang telah ditemukan tersebut menyebabkan Majelis Hakim
berbeda dalam menentukan dasar dan pertimbangan yang digunakan untuk
memutuskan perkara ini. Perbedaan dasar dan pertimbangan yang digunakan
mengakibatkan Majelis Hakim berbeda dalam memutuskan perkara ini, yaitu
apakah perkara ini dinyatakan tidak dapat diterima atau perkara ini

dilanjutkan ketahap selanjutnya yaitu tahap pembuktian.?

! putusan Nomor 0915/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mlg.
2 Ibid.
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Hakim mayoritas berpendapat bahwa perkara ini tidak dapat

diterima (niet ontvankelijke verklaard), berdasarkan pertimbangan dan dasar

hukum sebagai berikut: *

1.

Anak angkat menurut Pasal 171 Kompilasi Hukum Islam adalah anak
yang dalam pemeliharaan untuk hidup sehari-harinya, biaya pendidikan,
dan sebagainya beralih tanggung jawab dari orang tua asal kepada orang
tua angkatnya berdasarkan putusan Pengadilan.

Penggugat mendalilkan dirinya sebagai anak angkat yang
telah diangkat secara adat, hal ini telah membuktikan bahwa penggugat
bukanlah anak angkat yang sah secara hukum sebagaimana Pasal 171
KHI. Keterangan tersebut membuktikan bahwa penggugat tidak
memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan ini.

Penggugat mendalilkan dalam gugatannya bahwa ia adalah anak angkat
yang telah diangkat berdasarkan adat, oleh karena itu penggugat
mengkumulasi gugatannya yaitu gugatan waris dengan permohonan
penetapan pengangkatan anak atas dirinya.

Kumulasi gugatan dibolehkan sepanjang ada ketentuan atau aturan yang
membenarkannya dan kalau tidak ada aturan yang membolehkan maka
paling tidak ada hubungan yang erat atau koneksitasnya dan selain itu
tunduk pada acara yang sama. Adanya koneksitas ini didasari beberapa
putusan Mahkamah Agung antara lain, putusan Nomor 1518

K/Pdt/1983, putusan Nomor 1715 K/Pdt/1983 dan putusan Nomor 2990

¥ Ibid.
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K/Pdt/1990, dan Buku Il Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi
Pengadilan.

Hakim mayoritas berpendapat bahwa penggabungan antara
perkara gugatan warisan dengan perkara pengangkatan anak tunduk
kepada hukum acara yang berbeda. Penetapan pengangkatan anak adalah
perkara volunter yang apabila ada keberatan upaya hukumnya adalah
kasasi, sedangkan gugatan warisan adalah perkara kontensius yang
upaya hukumnya adalah banding, oleh sebab itu perkara ini tidak bisa
dikumulasikan. Majelis Hakim berpendapat gugatan penggugat
mengandung cacat formil berdasarkan pertimbangan-pertimbangan
tersebut di atas, oleh sebab itu seharusnya gugatan penggugat harus
dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard). *

Hakim minoritas berbeda pendapat (dissenting opinion), perkara

ini seharusnya dilanjutkan pada tahap selanjutnya yaitu tahap pembuktian,

dengan dasar dan pertimbangan sebagai berikut:

1.

Penggugat mendalilkan bahwa kedudukan penggugat dalam gugatan
kewarisan yang diajukannya adalah sebagai anak angkat dari Fatchul
Isya’i (anak kandung dan ahli waris dari Ahmad Yakut dan Siti
Sabichis) yang telah meninggal duania pada tahun 1982. Dalil tersebut
telah diakui oleh para tergugat dalam jawabannya. Menurut hakim
minoritas pengakuan para tergugat tersebut bersifat bulat dan murni

sehingga mempuyai kekuatan mengikat dan menentukan. Dalil tersebut

* 1bid.
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juga membuktikan bahwa penggugat saat diangkat sebagai anak oleh
Fatchul Isya’i sebelum tahun 1982 dan dapat dipahami bahwa
ketentuan dalam Pasal 171 KHI belum ada karena KHI disahkan pada
tahun 1991.

Hakim minoritas berpendapat bahwa dalil penggugat yang
menyatakan bahwa ia adalah anak angkat yang diangkat secara adat
sudah masuk pokok perkara, dan untuk membuktikan tentang kebenaran
hal tersebut diperlukan proses pembuktian.
wasiat wajibah termasuk salah satu asas dalam hukum kewarisan Islam.
Pasal 209 Ayat 1 dan 2 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa
anak angkat dan ayah angkat secara timbal balik dapat melakukan
wasiat tentang harta masing-masing, bila tidak ada wasiat dari anak
angkat kepada ayah angkat atau sebaliknya, maka ayah angkat atau anak
angkat dapat diberi wasiat wajibah oleh Pengadilan Agama secara ex
officio maksimal 1/3 bagian dari harta warisan.

Hukum adat yang berlaku dimasyarakat indonesia termasuk di Malang
menunjukkan bahwa orang yang tidak mempuyai keturunan pada
umumnya mengangkat anak atau mengambil anak saudara dekatnya dan
untuk menunjukkan pengangkatan anak tersebut cukup dengan
menikahkan atau mengkitankan anak angkat tersebut. Pengangkatan
anak seperti ini bukan hal yang asing terjadi dalam masyarakat kita.

Masalah kumulasi gugatan dalam perkara ini menurut hakim minoritas

dapat dilakukan, berdasarkan yurisprudensi Putusan MA Rl Nomor 312
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K/AG/2008 yang dalam diktumnya menunjukkan bahwa dalam sengketa

kewarisan dibolehkan untuk menetapkan seseorang sebagai anak angkat

lalu kemudian memberi bagian 1/3 (sepertiga) dari harta warisan pewaris

dengan jalan wasiat wajibah. Anak angkat yang ditetapkan dan diberi

bagian dalam putusan MA RI tersebut juga tidak didasarkan dengan
putusan pengadilan sebagimana pasal 171 huruf (h) KHI. >

Pemahaman-pemahaman di atas menunjukkan bahwa penggugat

memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan kewarisan ini karena

anak angkat mempuyai kepentingan hukum atas objek sengketa, yaitu

bagian dan hak atas harta warisan yang ditinggalkan oleh ayah angkatnya

dengan jalan wasiat wajibah.

B. Analisis Yuridis Terhadap Dissenting Opinion Hakim Dalam Perkara
Gugatan Waris Anak Angkat (Studi Putusan Nomor
0915/Pdt.G/2015/Pa.Kab.MIg)

Putusan Nomor 0915/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mlg menjelaskan bahwa
penggugat mendalilkan dirinya sebagai anak angkat yang telah diangkat
secara adat. Pernyataan tersebut diperkuat dengan pengakuan dari para
tergugat bahwa penggugat merupakan anak angkat dari Fatchul Isya’i yang
telah meninggal pada tanggal 24 Desember 1982.°

Ketentuan tentang pengangkatan anak di Indonesia dijelaskan

dalam Staatsblad yang berlaku untuk golongan Tionghoa No. 129 Tahun

5 Ibid.
® Ibid.
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1917 Pasal 5 sampai Pasal 15 menyatakan, bahwa pengangkatan seorang
anak hanya dapat dilakukan oleh pasangan suami istri, jada, dan duda.
Pengangkatan anak ini harus dilakukan dengan menggunakan akta notaris
dan syarat anak yang dapat diangkat sebagai anak oleh calon orang tu
angkatnya yaitu anak tersebut harus berusia minimal 18 tahun lebih muda
dari ayah angkatnya dan 15 tahun lebih muda dari ibu angkatnya.’

Janda yang mendapatkan wasiat larangan mengangkat seorang
anak, maka ia dapat melakukannya atas persetujuan saudara laki-laki dari
suami yang telah meninggal atau ayah atau juga saudara laki-laki sedarah
yang terdekat. Jika keluarga sedarah yang dimaksud tidak ada, maka
persetujuan itu bisa diganti dengan izin dari Pengadilan Negeri. Selanjutnya
izin dari Pengadilan tersebut harus disebut dalam akta pengangkatan.®

Putusan Landraad Purwoerejo Tanggal 25 Agustus 1937
menyatakan, bahwa barang pencarian dan barang gono-gini jatuh kepada
janda dan anak angkat, sedang barang asal kembali kepada saudara-saudara
peninggal harta, jikalau yang ditinggal tidak mempunyai anak.’masalah
serupa juga dijelaskan dalam Raad Yustisi Jakarta dahulu, memutuskan pada
tanggal 24 Mei 1940, bahwa menurut hukum adat di Jawa Barat anak angkat

berhak atas barang-barang gono-gini orang tua angkatnya yang telah

” Staatshlad No. 129 Tahun 1917 Pasal 5-15.
8 -
Ibid.
® Soepomo, Hukum Adeat, (Jakarta: PT Pradnya Paramita, 1989), 99.
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meninggal, jikalau tidak ada anak kandung atau tidak ada turunan
seterusnya.™®

Ketentuan di atas merupakan ketentuan pengangkatan anak untuk
golongan Tionghoa, sedangkan ketentuan pengangkatan anak untuk
golongan bumiputera mengikuti hukum adat setempat yang berlaku,
sebagaimana Pasal 131 ayat (1) dan ayat (2) sub b Indonesische
Staatsregeling (IS) Tahun 1926, yang menyatakan bahwa hukum yang
berlaku bagi golongan bumiputera adalah hukum adat.™

Selanjutnnya ketentuan pengangkatan anak dijelaskan dalam Surat
Edaran Mahkamah Agung No. 2 Tahun 1979 dan disempurnakan dengan
Surat Edaran Mahkamah Agung No. 6 Tahun 1983 yang menjelaskan
tentang prosedur mengajukan permohonan pengangkatan anak WNI atau
pengangkatan anak WNA oleh seorang WNI.*?

Kemudian dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 Pasal 7 sampai Pasal 9 menyatakan bahwa:
pengangkatan anak antara Warga Negara Indonesia mempunyai dua jenis
yaitu pengangkatan anak berdasarkan adat kebiasaan setempat dan
pengangkatan  anak  berdasarkan  peraturan  perundang-undangan.
Pengangkatan anak berdasarkan kebiasaan setempat ini dapat dimohonkan

penetapan pengadilan.’® Pasal 171 huruf h Kompilasi Hukum Islam hanya

10 | jhi
Ibid.
! Indonesische Staatsregeling (IS) Tahun 1926 Pasal 131 Ayat 1dan Ayat 2 sub b.
12 Surat Edaran Mahkamah Agung No. 2 Tahun 1979.
13 pasal 7-9 PP No. 54 Tahun 2007.
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menyatakan bahwa anak angkat adalah anak yang diangkat berdasarkan
putusan pengadilan.**

Kedudukan hukum anak angkat terhadap orang tua angkatnya dan
terhadap harta peninggalan orang tua angkatnya menurut Pasal 12 Statsblad
Nomor 129 Tahun 1917, bahwa anak angkat dianggap anak yang lahir dari
perkawinan orang tua angkatnya. Pasal tersebut menunjukkan bahwa anak
tersebut dianggap anak sah dari orang tua angkatnya, maka status kewarisan
anak angkat terhadap harta peninggalan orang tua angkatnya adalah seperti
anak kandung, yaitu Anak angkat mewarisi harta peninggalan orang tua
angkatnya. *°

Berbeda dengan Statsblad, Kedudukan hukum anak angkat
terhadap harta peninggalan orang tua angkatnya dalam KHI diatur dalam
Pasal 209 ayat 1 dan 2. Pasal 1 menyatakan bahwa bagi orang tua angkat
yang tidak mendapatkan wasiat diberi wasiat wajibah, sedangkan Pasal 2
menyatakan bahwa anak angkat yang tidak mendapatkan wasiat maka ia
mendapatkan wasiat wajibah.*® Kedudukan hukum anak angkat terhadap
orang tua angkatnya dijelaskan dalam Pasal 4 Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan

Pengangkatan Anak, yang menyatakan bahwa pengangkatan anak tidak

¥ pasal 171 huruf h Kompilasi Hukum Islam.
1> pasal 12 Statsblad Nomor 129 Tahun 1917.
16 pasal 1dan 2 Kompilasi Hukum Islam.
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memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua
kandungnya.®’

Selanjutnya telah ditemukan fakta dalam perkara ini, yaitu
penggugat telah mengkumulasikan tuntutan atau disebut kumulasi gugatan,
dan kumulasi gugatan dalam perkara ini termasuk kumulasi objektif. Yahya
Harahap mendifinisikan kumulasi objektif adalah penggabungan beberapa
tuntutan dalam suatu perkara sekaligus.’® Kumulasi gugatan dalam perkara
ini mengenai gugatan waris dengan permohonan pengangkatan anak.™

Kumulasi gugatan biasanya dilakukan dengan tujuan untuk
menyederhanakan proses dan menghindari putusan yang saling bertentangan.
Penyederhanaan proses ini tidak lain bertujuan untuk mewujudkan peradilan
yang sederhana, cepat dan biaya ringan sebagaimana asas dalam hukum
acara Peradilan Agama.?

Kumulasi gugatan dalam suatu perkara dapat dilakukan apabila
ada ketentuan yang mengatur dan membolehkan bahwa perkara tersebut bisa
dikumulasikan. Apabila tidak ada ketentuan yang mengaturnya maka
disyaratkan harus ada hubungan erat atau disebut koneksitas antara perkara

yang dikumulasikan.?

'" Pasal 4 PP No. 54 Tahun 2007.

'8 M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 102.
19 putusan Nomor 0915/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mlg.

20 M. Yahya Harahap, Hukum Acara..., 104.

%! Ibid., 107.
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Ada beberapa penggabungan yang tidak dibenarkan dalam
komulasi objektif, yaitu:?

a. Penggabungan dua atau lebih tuntutan yang tunduk pada hukum acara
yang berbeda. Seperti contoh penggabungan antara tuntutan (gugatan)
yang diperiksa dengan acara khusus (misalnya perceraian) dengan
tuntutan gugatan lain yang harus diperiksa dengan acara biasa (misalnya
mengenai pelaksanaan perjanjian).

b. Penggabungan dua atau lebih tuntutan dimana salah satu diantaranya,
hakim tidak berwenang secara relatif untuk memeriksanya.

c. Penggabungan antara tuntutan mengenai bezit dengan tuntutan
mengenai eigendom.

Peneliti dalam perkara ini sependapat dengan Hakim Anggota | yang
berpendapat bahwa perkara ini harus dilanjutkan ketahap selanjutnya yaitu
pembuktian. Menurut peneliti penggugat mempunyai legal standing untuk
mengajukan gugatan ini, karena penggugat merupakan anak angkat yang di
angkat sebelum ketentuan Pasal 171 Kompilasi Hukum Islam disahkan dan
penggugat memiliki kepentingan hukum terhadap objek sengkata. Oleh sebab itu
penggugat dapat menuntut atas haknya terhadap harta peninggalan orang tua
angkatnya.

Kumulasi gugatan dalam perkara ini menurut peneliti juga dibenarkan,
karena penggabungan tuntutan dalam perkara ini telah memenuhi syarat

kumulasi yaitu adanya koneksitas yang jelas dalam perkara ini. Pengangkatan

22 Abdul Manan, Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama, (Jakarta:
Putra Grafika, 2008), 43.
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anak mengakibatkan adanya hak terhadap anak angkat atas harta peninggalan
orang tua angkatnya dan kumulasi gugatan ini dilakukan untuk menyederhanakan
proses perkara. Kedua tuntutan tersebut menurut peneliti tunduk pada hukum
acara yang sama yaitu hukum acara peradilan agama.kumulasi gugatan ini juga
dibenarkan berdasarkan yurisprudensi Nomor 312 K/AG/2008 yang dalam
diktumnya menunjukkan bahwa dibolehkan untuk menetapkan seseorang sebagai
anak angkat lalu memberi bagian 1/3 (sepertiga) dari harta warisan pewaris

dengan jalan wasiat wajibah.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan
Berdasarkan penelitian yang telah peneliti uraikan di atas, maka
dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Perbedaan pendapat (dissenting opinion hakim) dalam perkara ini terjadi
disebabkan fakta yang telah ditemukan oleh Majelis Hakim tentang
penggugat yang mendalilkan dirinya sebagai anak angkat yang telah
diangkat secara adat dan kumulasi gugatan yaitu penetapan
pengangkatan anak dengan gugatan waris. Fakta ini mengakibatkan para
hakim dalam memutus perkara gugatan waris anak angkat ini berbeda
dalam menggunakan dasar pertimbangan hukum, perbedaan tersebut
mengenai legal standing anak angkat dan sahnya kumulasi gugatan
dalam perkara ini.

2. Penggugat mempunyai legal standing dalam perkara No.
0915/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mlg yang telah diajukannya berdasarkan
Pasal 131 ayat (1) dan (2) sub b IS menyatakan bahwa hukum yang
berlaku bagi golongan bumi putera adalah hukum adat. Pengangkatan
anak secara adat ini juga diakui dalam PP No. 54 Tahun 2007 Pasal 8
huruf a yang menyatakan pengangkatan anak secara adat merupakan
salah satu jenis pengangkata anak di Negara Indonesia, serta Pasal 209

ayat 2 KHI telah memberikan hak kepada Anak angkat untuk

71
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mendapatkan bagian dari harta peninggalan orang tua angkatnya melalui
wasiat wajibah. Pasal-pasal ini meneunjukkan bahwa penggugat
mempunyai legal standing dalam perkara ini.

Kumulasi gugatan dalam perkara ini dapat dilakukan
berdasarkan yurisprudensi Nomor 312 K/AG/2008 dan sebagaimana
syarat kumulasi gugatan yaitu dengan adanya koneksitas. Perkara ini
mempunyai koneksitas yang jelas karena penggugat merupakan anak
angkat secara adat yang mengakibatkan adanya hak terhadap harta

peninggalan orang tua angkatnya.

B. Saran

Setelah penulis membahas putusan tentang perkara gugatan waris

anak angkat di Pengadilan Agama Kota Malang yang terdapat perbedaan

pendapat dari hakim, maka penulis memberikan saran-saran sebagai berikut:

1.

Pengambilan putusan para hakim melalui musyawarah dilakukan dengan
sungguh-sungguh untuk menghasilkan suara bulat, namun bila tidak
ditemui kesepakatan bulat, dikarenakan ada perbedaan pendapat
(dissenting opinion) maka putusan diambil dengan pengambilan suara
terbanyak, akan tetapi alangkah baiknya dalam memutus perkara kalau
bisa hakim itu menghilangkan perbedaan pendapat (dissenting opinion),
agar tidak ada keraguan apakah putusan tersebut sudah benar atau tidak.
Peradilan harus memenuhi harapan dari pencari keadilan yang selalu

menghendaki peradilan yang cepat, tepat, adil, dan biaya ringan.
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Sehingga dalam menerapkan hukum kirannya dapat dipertimbangkan

lebih dalam lagi sehingga menciptakan suatu keadilan.
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